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ABSTRAK 

PENJATUHAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL OLEH HAKIM 

DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA 

(Studi Putusan Nomor:2/Pid.B/2021/PN Gdt) 

 

 

Oleh 

Keysia Zafira Purwanda 

 

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan 

paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena secara langsung 

melanggar hak untuk hidup serta menimbulkan keresahan sosial yang mendalam. 

Penjatuhan pidana penjara maksimal oleh hakim menjadi isu penting dalam 

mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat dari 

kejahatan berat. Studi ini berupaya menganalisis bagaimana hakim 

mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan pidana 

penjara maksimal terhadap pelaku pembunuhan berencana serta menilai 

kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui 

studi kepustakaan serta wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Gedong 

Tataan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Pidana. 

Data dianalisis secara deskripstif untuk memperoleh gambaran menyeluruh antara 

teori dan praktik penjatuhan pidana penjara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara maksimal 20 

tahun terhadap terdakwa sebagai medepleger (turut serta melakukan) telah 

memenuhi aspek proporsionalitas melalui integrasi pertimbangan yuridis, 

filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim berfokus pada pemenuhan unsur 

Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai asas legalitas dan kewajiban 

pembuktian minimal dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yang 

dalam perkara ini terbukti secara sah melalui sinkronisasi alat bukti termasuk bukti 

ilmiah Visum et Repertum. Secara sosiologis, pertimbangan hakim meluas pada 

latar belakang personal dan sosial terdakwa serta dampak destruktif terhadap 

stabilitas sosial, guna memastikan putusan memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat melalui fungsi pencegahan umum, rehabilitasi pelaku, serta 

perlindungan  terhadap  hak  korban.  Secara  filosofis,  hakim  menekankan 
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pemidanaan sebagai instrumen edukatif dan sarana pembinaan yang 

mempertimbangkan derajat kesalahan (degree of culpability) untuk memperbaiki 

perilaku terdakwa agar menyadari kesalahannya di masa depan. Hakim berhasil 

menyeimbangkan prinsip equality of arms (keseimbangan hak prosedural) dengan 

kebutuhan akan efek jera (deterrence), sehingga vonis tersebut diterima sebagai 

keputusan yang logis, proporsional, dan resonan dengan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat sebagai upaya memulihkan tatanan moral dan sosial yang 

terganggu. 

Saran penelitian ini agar hakim secara konsisten mengintegrasikan aspek yuridis, 

filosofis, dan sosiologis demi mewujudkan keadilan substantif dalam setiap 

putusan. Selain itu, diperlukan penguatan edukasi hukum kepada masyarakat 

mengenai konsekuensi pidana bagi pelaku maupun pihak yang turut serta 

(medepleger) dalam pembunuhan berencana sebagai upaya preventif yang efektif. 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Pidana Penjara, 

Pembunuhan Berencana. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

IMPOSITION OF MAXIMUM IMPRISONMENT BY THE JUDGE IN THE 

VERDICT OF PREMEDITATED MURDER 

(Verdict Study Number: 2/Pid.B/2021/PN Gdt) 

 

By 

Keysia Zafira Purwanda 

 

Premeditated murder is one of the most serious crimes in the Indonesian criminal 

justice system because it directly violates the right to life and causes deep social 

unrest. The imposition of maximum prison sentences by judges is an important issue 

in realising justice, legal certainty and the protection of society from serious crimes. 

This study seeks to analyse how judges consider legal and non-legal elements in 

imposing maximum prison sentences on perpetrators of premeditated murder and 

assess their compatibility with the principles of justice in the Criminal Code 

(KUHP). 

This study uses a normative juridical approach. Data was obtained through 

literature studies and interviews with judges from the Gedong Tataan District Court 

and lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung, specialising in 

criminal law. The data was analysed descriptively to obtain a comprehensive 

overview of the theory and practice of imposing prison sentences. 

The results of the study indicate that the imposition of a maximum prison sentence 

of 20 years on the defendant as an accomplice (participant) has fulfilled the aspect 

of proportionality through the integration of legal, philosophical, and sociological 

considerations. Juridically, the judge focused on fulfilling the elements of Article 

340 in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code in 

accordance with the principle of legality and the obligation to provide at least two 

pieces of valid evidence based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, 

which in this case was proven through the synchronisation of evidence, including 

scientific evidence from the Visum et Repertum. Sociologically, the judge's 

considerations extended to the personal and social background of the defendant 

and the destructive impact on social stability, in order to ensure that the verdict 

provided real benefits to society through the functions of general prevention, 

rehabilitation of the perpetrator, and protection of the victim's rights. 

Philosophically, the judge emphasised punishment as an educational instrument 

and a means of guidance that takes into account the degree of culpability in order 

to reform the defendant's behaviour so that they realise their mistakes in the future. 

The judge successfully balanced the principle of equality of arms (procedural 

rights) with the need for deterrence, so that the verdict was accepted as a logical, 

proportional decision that resonated with the sense of justice that exists in society 

as an effort to restore the moral and social order that had been disrupted. 
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This research suggests that judges should consistently integrate legal, 

philosophical, and sociological aspects in order to achieve substantive justice in 

every decision. In addition, it is necessary to strengthen legal education for the 

public regarding the criminal consequences for perpetrators and accomplices in 

premeditated murder as an effective preventive measure. 

Keywords: Judge's Considerations, Criminal Verdict, Maximum Prison 

Sentence, Premeditated Murder. 



 

 

 

PENJATUHAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL OLEH HAKIM 

DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA 

(Studi Putusan Nomor:2/Pid.B/2021/PN Gdt) 

 

 

Oleh 

 

Keysia Zafira Purwanda 

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUKUM 

 

 

 

 

Pada 

Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 
 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2026 



 

 

 

 

 

Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL 

OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK 

PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA 

(Studi Putusan Nomor:2/Pid.B/2021/PN Gdt) 

Nama Mahasiswa : Keysia Zafira Purwanda 

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011143 

Bagian : Hukum Pidana 

Fakultas : Hukum 

 

 

MENYETUJUI 

 

1. Komisi Pebimbimbing 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deni Achmad, S.H., M.H. 

NIP. 198103152008011014 

Muhammad Farid, S.H., M.H. 

NIP 198408052014041001 

 

 

 

 

2. Ketua Bagian Hukum Pidana 

 

 

 

Maya Shafira, S.H., M.H. 

NIP. 197706012005012002 



 

 

 

 

 

MENGESAHKAN 

 

 

 

1. Tim Penguji 

 

 

Ketua : Deni Achmad, S.H., M.H.   

 

 

 

 

 

Sekretaris : Muhammad Farid, S.H., M.H.   

 

 

 

 

 

Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.   

 

 

 

 

 

 

2. Dekan Fakultas Hukum 

 

 

 

 

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. 

NIP 196412131988031002 

 

 

 

 

Tanggal Lulus Ujian Skrispsi : Januari 2026 



 

 

 

 

 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Keysia Zafira Purwanda 

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011143 

Bagian : Hukum Pidana 

Fakultas :  Hukum 

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa 

skripsi dengan judul “Penjatuhan Pidana Penjara Maksimal Oleh Hakim Dalam 

Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 

2/Pid.B/2021/PN Gdt)” merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh 

hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis 

ilmiah di Universitas Lampung. 

 

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di 

kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian 

pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang 

berlaku di Universitas Lampung. 

Bandar Lampung, 2026 

 

 

 

 

Keysia Zafira Purwanda 

NPM 2252011143 



 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Keysia Zafira Purwanda lahir di Bandar Lampung pada 

tanggal 19 September 2004 sebagai anak kedua dari empat 

bersaudara, dari pasangan Bapak Aska Purwanda dan Ibu 

Dewi Suryani. Penulis menyelesaikan Pendidikan SD Lukel 

School pada tahun 2015, SMPIT Baitul Jannah tahun 2018, 

SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun 2022. Penulis tercatat 

sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung 

dan pada bulan Februari tahun 2025 penulis memfokuskan diri dengan mengambil 

bagian Hukum Pidana. Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung 

kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mojokerto, Lampung 

Tengah selama 40 hari. Selama perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi di 

Staf Tinggi bidang Kajian UKM-F Mahkamah dan UKM-F PSBH Fakultas Hukum 

Universitas Lampung sebagai Anggota Bidang Ekonomi Kreatif kepengurusan 

tahun 2024. Selain itu Penulis juga turut aktif dalam perlombaan peradilan semu 

(mootcourt) sejak tahun 2022-2023 dimulai dari Peserta Internal Mootcourt 

Competition (IMCC) tahun 2022. Penulis pernah menjadi panitia divisi Acara tahun 

2023 pada National Mootcourt Competition Hukum Univesitas Lampung. 

Kemudian Penulis mempunyai pengalaman magang di Pengadilan Negeri Gedong 

Tataan. 



 

 

 

 

 

MOTTO 

 

 

 

 

 

"Yaa ayyuhallaziina aamanu sta'iinuu bish-shabri wash-sholaati innallaha ma'ash- 

shoobiriin” 

 

( Surat Al-Baqarah ayat 153) 

 

 

 

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi 

rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang 

kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang- 

gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan 

(Boy Candra) 

 

 

 

"It’s fine to fake it till you make it, till you Do, till it’s True" 

 

(Taylor Swift) 

 

 

 

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka 

apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 

keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah 

engkau berharap" 

 

(Surat Al-Insyirah ayat 6-8) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa 

yang paling serius dalam sistem hukum pidana. Kejahatan ini secara langsung 

menyerang hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup, yang diakui 

dan dilindungi secara universal. Oleh karena itu, setiap masyarakat beradab 

memiliki kepentingan untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku tindak 

pidana pembunuhan guna menjaga ketertiban sosial dan menegakkan nilai-nilai 

kemanusiaan. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga nilai- 

nilai moral dan kemanusiaan yang mendasar. Dalam berbagai sistem hukum, 

termasuk di Indonesia, pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran berat yang 

mengancam stabilitas sosial, keamanan masyarakat, dan keadilan bagi korban serta 

keluarganya. 

Pembunuhan sebagai tindak pidana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum 

Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 340. Pasal 338 

KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa, sementara Pasal 340 mengatur tentang 

pembunuhan berencana yang memiliki unsur perencanaan terlebih dahulu dan 

ancaman hukuman yang lebih berat. Selain itu, terdapat pula jenis-jenis 

pembunuhan lain seperti pembunuhan karena pembelaan diri yang melampaui batas 

(Pasal 49 ayat (2) KUHP), dan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu 

yang dapat meringankan atau memperberat hukuman.1 

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang selalu 

menjadi sorotan publik dan sistem peradilan di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya 

 

1 Sari, R. Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Maksimal dalam Kasus Pembunuhan 

Berencana. Jurnal Penegakan Hukum, 10(3), 2021, hlm 201-215. 
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merenggut nyawa korban, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang 

mendalam, mengikis rasa aman masyarakat, dan merusak tatanan nilai 

kemanusiaan. Dalam penanganannya, penjatuhan pidana yang setimpal menjadi 

krusial untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta 

mencegah terulangnya tindak pidana serupa. 

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan berencana 

diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 

tahun. Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi dalam penjatuhan hukuman oleh 

hakim, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan 

keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta norma sosial yang berlaku di 

masyarakat. Penelitian oleh menunjukkan bahwa hakim sering kali menghadapi 

tekanan untuk menjatuhkan hukuman yang mencerminkan harapan masyarakat, 

yang dapat berujung pada penjatuhan pidana penjara maksimal meskipun terdapat 

faktor-faktor yang dapat meringankan.2 

Seseorang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap disebut terpidana. Hukuman pidana merupakan sanksi 

yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi atas 

perbuatannya. Dibandingkan dengan sanksi lainnya seperti perdata atau 

administrasi, hukuman pidana merupakan sanksi yang paling berat, karena 

mengandung unsur penderitaan dan pembatasan hak. Oleh karena itu, hukuman 

pidana bersifat ultimum remedium atau hanya diterapkan sebagai upaya terakhir 

ketika cara-cara lain sudah tidak efektif. Tujuan dari hukuman pidana bukan hanya 

untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga untuk 

memperbaiki pelaku sehingga pemidanaan harus mempertimbangkan 

keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif.3 

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, 

 

 

2 Prasetyo, A. Dinamika Penjatuhan Hukuman dalam Kasus Pembunuhan Berencana: Tinjauan 

Hukum dan Sosial. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15(2), 2022 hlm 123-140. 
3 Wibowo, S. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Peradilan Pidana: Implikasi terhadap 

Kepercayaan Publik. Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(4), 2020, hlm 89-105. 
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sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus 

dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh 

putusan. Berdasarkan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), ketika hakim menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan, salah satu 

elemen yang harus dicantumkan dalam putusan tersebut adalah "keadaan yang 

memberatkan dan yang meringankan terdakwa." Jika hal ini tidak dicantumkan, 

maka putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Meskipun KUHAP tidak 

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan 

yang memberatkan dan meringankan, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan 

hakim memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa dalam menentukan berat 

ringannya pidana. 

Melalui proses peradilan yang transparan, objektif, dan sesuai aturan, hakim tidak 

hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada 

masyarakat. Kepercayaan ini menjadi elemen penting untuk menumbuhkan 

kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan pertisipasi aktif masyarakat dalam 

mendukung tata kelola pemerintah yang baik dan demokratis.4 

Pembunuhan berencana, sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling serius, 

tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial 

dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, penjatuhan 

hukuman yang tepat menjadi sangat penting untuk mencapai keadilan dan 

mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Penjatuhan pidana penjara 

maksimal dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) 

merupakan persoalan krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 

Pembunuhan berencana sebagai misdemeanor of the highest class mengandung tiga 

unsur khas: (1) actus reus berupa perbuatan menghilangkan nyawa, (2) mens rea 

 

 

 

 

 

 

4 Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam 

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG). Vol: 

Jurnal Hukum, 2023 hal 23-26 
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berupa kesengajaan, dan (3) unsur khusus berupa perencanaan matang (met 

voorbedachten rade).5 

Pidana penjara maksimal adalah bentuk sanksi yang dijatuhkan pada tingkat paling 

tinggi sesuai dengan batas yang ditentukan dalam undang-undang. penjatuhan 

pidana maksimal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan 

mencegah terulangnya kejahatan serupa. Namun, penerapan hukuman maksimal 

sering kali menimbulkan perdebatan, baik dari segi asas proporsionalitas, hak asasi 

manusia, maupun efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan. Penjatuhan 

pidana penjara maksimal oleh hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan 

berencana merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks sistem peradilan 

pidana di Indonesia. 

Hakim memiliki peran sentral dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. 

Hakim tidak hanya memutuskan kasus, tetapi juga harus menjaga integritas dan 

kode etik profesi, sebagaimana diatur oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. 

Dengan demikian, hakim sebagai simbol keadilan harus terus dijaga agar dapat 

memenuhi harapan masyarakat terhadap sistem peradilan yang transparan dan 

akuntabel. Keputusan yang diambil oleh hakim juga harus mencerminkan prinsip- 

prinsip tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

lembaga peradilan. Namun, hakim juga dihadapkan pada berbagai tantangan, 

seperti potensi intervensi eksternal dan dan rendahnya tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap keputusan mereka.6 

kompleksitas diskresi hakim semakin terlihat dalam menentukan berat ringannya 

pidana bagi pelaku yang berstatus sebagai medepleger (turut serta melakukan) 

dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Meskipun pasal 340 KUHP 

menyediakan rentang sanksi yang luas mulai dari pidana penjara maksimal selama 

20 tahun dalam putusan nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt, menimbulkan pertanyaan 

yuridis mengenai bagaimana hakim menyeimbangkan derajat kesalahan terdakwa 

dengan kekejaman perbuatan yang dilakukan. Putusan hakim adalah puncak dari 

 

 

5 Muladi, Teori Pemidanaan: Sebuah Analisis Komprehensif tentang Sistem Pemidanaan di 

Indonesia (Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke-2, 2020), hlm. 45 
6 Wildan Suyuthi, Mustofa, Kode Etik Hakim, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 217 
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proses pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara. Dalam hal ini merumuskan 

putusan hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang terlibat. Penyusunan 

putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga aspek 

material dan kemanusiaan, serta latar belakang sosial-psikologis dari tindak pidana 

yang terjadi. Dalam konteks ini, kesalahan dalam menilai fakta atau menerapkan 

hukum dapat berakibat serius bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Oleh 

karena itu, pertimbangan hakim menjadi elemen yang sangat penting dalam 

menjaga integritas sistem hukum dan keadilan. 

Secara filosofis, pemidanaan kasus ini harus menyeimbangkan antara aspek 

retributif dan utilitas sosial. Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), pembunuhan berencana diancam dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Namun, dalam praktiknya, terdapat 

variasi dalam penjatuhan hukuman oleh hakim, yang sering kali dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, termasuk pertimbangan keadaan yang memberatkan dan 

meringankan, serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Penelitian oleh 

menunjukkan bahwa hakim sering kali menghadapi tekanan untuk menjatuhkan 

hukuman yang mencerminkan harapan masyarakat, Dalam konteks ini, penting 

untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam 

menjatuhkan hukuman maksimal. Penelitian kualitatif yang dilakukan 

mengungkapkan bahwa hakim sering kali mempertimbangkan dampak sosial dari 

putusan mereka, termasuk reaksi masyarakat dan dampak psikologis terhadap 

keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara maksimal 

tidak hanya merupakan keputusan hukum, tetapi juga merupakan keputusan yang 

dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Penting untuk menekankan 

transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus 

yang melibatkan kejahatan berat seperti pembunuhan berencana.7 

Penjatuhan hukuman yang tidak transparan dapat mengurangi kepercayaan publik 

terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. 

 

 

 

 

7 Sari, R. Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Maksimal dalam Kasus Pembunuhan 

Berencana. Jurnal Penegakan Hukum, 10(3), 2021, hlm 201-215 
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Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penjatuhan 

pidana penjara maksimal tersebut telah memenuhi prinsip keadilan bagi terdakwa. 

Salah satu contoh Putusan dengan penjatuhan pidana penjara maksimal adalah 

Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt yang memvonis Rudi Candra bin 

Nasarudin dengan pidana penjara maksimal 20 tahun merupakan penegasan yuridis 

terhadap tindak pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 

KUHP). Sebagai konsekuensi dari perbuatannya, Jaksa menuntut agar Terdakwa 

dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang 

telah dijalani, serta tetap berada dalam tahanan. Selain itu, Jaksa juga menuntut 

mengenai ketetapan barang bukti, berupa beberapa pakaian korban dan barang lain 

dikembalikan kepada kakak korban dan satu buah sepeda motor dikembalikan 

kepada Saksi Wahid Latif Yuandra bin Pratama Deska Indrawan, sementara 

beberapa pakaian, serta barang-barang lain yang digunakan dalam kejahatan disita 

untuk dimusnahkan. Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan kombinasi, baik 

alternatif maupun subsidiair. Dakwaan primair menggunakan Pasal 340 KUHP 

juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan subsidiair menggunakan 

Pasal 338 KUHP. Jaksa menguraikan adanya perencanaan sejak satu minggu 

sebelum kejadian, termasuk persiapan alat, pemilihan lokasi, dan perubahan metode 

pembunuhan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menyatakan 

seluruh unsur Pasal 340 KUHP terpenuhi melalui keterangan saksi, alat bukti surat 

berupa Visum et Repertum, serta pengakuan terdakwa. Faktor pemberat non-yuridis 

seperti motif tercela, cara eksekusi yang kejam, serta kondisi korban yang masih di 

bawah umur dan sedang hamil menjadi dasar penjatuhan pidana maksimal. 

penjatuhan hukuman maksimal ini adalah adanya kombinasi dari kesalahan material 

(delik) pada tingkat tertinggi dan kekejaman dalam eksekusi (faktor non-yuridis). 

Secara yuridis, unsur "dengan rencana terlebih dahulu" pada Pasal 340 KUHP 

terbukti secara meyakinkan, menunjukkan kesengajaan tertinggi dari pelaku yang 

didukung oleh peran aktifnya dalam perencanaan dan pelaksanaan bersama-sama 

(Pasal 55 KUHP). Sementara itu, faktor pemberat non-yuridis yang sangat dominan 

seperti motif tercela untuk menghindari pertanggungjawaban kehamilan dan cara 

eksekusi yang sadis (menyetubuhi, memukul, mengikat korban yang hamil, dan 
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menenggelamkan) menjadi pertimbangan utama bagi Hakim untuk menetapkan 

vonis 20 tahun penjara, yang merupakan batas maksimum pidana penjara sementara 

yang diancamkan dalam pasal tersebut. kompleksitas diskresi hakim dalam 

menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku yang berstatus sebagai medepleger 

(turut serta melakukan) dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam 

konteks sistem hukum pidana Indonesia yang menganut Teori Gabungan (retributif 

dan tujuan), penjatuhan pidana maksimal ini bertujuan untuk mencapai tiga hal: 

retribusi (pembalasan yang setimpal dan proporsional terhadap kejahatan keji), 

pencegahan umum (general prevention) dengan memberikan efek jera kepada 

masyarakat luas, dan perlindungan masyarakat (special prevention) dengan 

menjauhkan pelaku dari pergaulan sosial untuk jangka waktu yang sangat lama. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Terdakwa Rudi Candra 

bin Nasarudin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.8 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan 

tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “Penjatuhan Pidana Penjara 

Maksimal Oleh Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

(Studi Putusan No.2/Pid.B/2021/PN.Gdt)”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara maksimal 

pada putusan tindak pidana pembunuhan berencana? 

b. Apakah keputusan hakim dalam penjatuhan pidana penjara maksimal tersebut 

sudah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa? 

 

 

 

 

8 Heni Siswanto dkk, Viktimologi Dalam Teori dan Kajian Ilmu Mengenai Korban, Lampung, 2024, 

hlm 63. 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup lokasi adalah Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis dasar 

putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara maksimal pada terdakwa 

pembunuhan berencana yang dilakukan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, 

dengan fokus pada putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt. Kajian mencakup aspek 

hukum dalam KUHP, serta faktor hukum, sosial, dan pribadi yang mempengaruhi 

putusan hakim. Ruang lingkup lokasi adalah Provinsi Lampung dan ruang lingkup 

waktu peneltian adalah pada Tahun 2025. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasakan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini maka tujuan dari 

rumusan masalah diatas adalah : 

a. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana 

penjara maksimal pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan 

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt. 

b. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN 

Gdt, ditinjau dari berbagai aspek hukum dan kemanusiaan. 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum pidana dengan menganalisis secara mendalam Putusan 

Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt yang mengimplementasikan pidana penjara 

maksimal. Dalam Hukum Pidana Materiil, penelitian ini bertujuan pada penguatan 

pemahaman unsur tindak pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP), 

khususnya bagaimana bobot kesengajaan (dolus) dan perencanaan dinilai sejalan 

dengan faktor-faktor pemberat moral (kekejaman dan motif rendah) untuk 

membenarkan penjatuhan pidana penjara maksimal 20 tahun sesuai prinsip 
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pertanggungjawaban pidana. Sementara pada Hukum Pidana Formil penelitian ini 

menyoroti praktik diskresi hakim dalam tahap penjatuhan pidana (strafoplegging), 

menguji sejauh mana proses penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi syarat 

prosedural Pasal 183 KUHAP (pembuktian dan keyakinan hakim) dan Pasal 197 

KUHAP (pertimbangan hukum), sehingga hasil penelitian ini tidak hanya 

memperkaya interpretasi delik berat, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan analitis mengenai legitimasi dan batas kewenangan diskresi hakim dalam 

mencapai tujuan pemidanaan. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi praktisi 

hukum (hakim, jaksa, pengacara) dalam memahami pertimbangan hukum dan 

faktor-faktor yang relevan dalam penjatuhan pidana maksimal pada kasus 

pembunuhan berencana, serta bagi pembentuk kebijakan dalam evaluasi dan 

perbaikan sistem pemidanaan di Indonesia dan Sebagai bagian dari tugas akhir 

memenuhi persyaratan kelulusan program studi pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kìerangka tìeoritis adalah pondasi utama dimana pìenìelitian ditujukan. Hal ini 

dikìembangkan dari pìerumusan masalah yang tìelah diidìentifikasi dan mìenìerangkan 

bagaimana hubungan suatu tìeori dìengan faktor‐faktor pìenting yang tìelah dikìetahui 

dalam suatu masalah tìersìebut. Kìerangka tìeori disusun sìebagai landasan bìerpikir 

yang mìenunjukkan dari sudut mana pìenìeliti mìenyoroti masalah yang akan ditìeliti.9 

Pìenìerapan sanksi pidana dalam kontìeks pìemidanaan tìelah mìengalami kìemajuan di 

mana tujuan pìemidanaan dan pìedoman pìemidanaan sudah dirumuskan sìecara jìelas 

dan rinci sìebagai bagian untuk mìenìentukan batas pìemidanaan (thìe limit of 

sìentìencing) dan pìenìentuan bobot pìemidanaan (thìe lìevìel of sìentìencing). Kìetìentuan 

dalam pìemidanaan ini dipìertìegas dìengan pìenìentuan jìenis-jìenis sanksi yang 

 

 

9 Nawawi, Hadari, Mìetodìe Pìenìelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada Univìersity 

Prìess.2001, hlm.40 
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mìembìerikan altìernatif bagi Pìengadilan untuk mìenìentukan sanksi yang patut bagi 

pìelaku bìerdasarkan tingkat kìejahatan, kondisi pìelaku dan kìeadaaan lainnya, 

sìehingga tidak ada pìenyamarataan (indiscriminatìely) atas pìenjatuhan pidana.10 

Pìenìerapan sanksi pidana dilaksanakan dalam kìerangka pìenìegakan hukum, yaitu 

upaya yang dilakukan olìeh aparat pìenìegak hukum dalam rangka mìenjamin 

kìepastian hukum, kìetìertiban dan pìerlindungan hukum pada ìera modìernisasi dan 

globalisasi saat ini dapat tìerlaksana, apabila bìerbagai dimìensi kìehidupan hukum 

sìelalu mìenjaga kìesìelarasan, kìesìeimbangan dan kìesìerasian antara moralitas sipil 

yang didasarkan olìeh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat bìeradab dìengan 

mìenjunjung tinggi nilai-nilai kìeadilan dan kìepastian hukum. 

Pìenìerapan sanksi pidana sìebagai pìenjatuhan pidana (sìentìencing) adalah upaya yang 

sah yang dilandasi olìeh hukum untuk mìengìenakan nìestapa pìendìeritaan pada 

sìesìeorang yang mìelalui prosìes pìeradilan pidana tìerbukti sìecara sah dan mìeyakinkan 

bìersalah mìelakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana bìerbicara mìengìenai 

hukumannya dan pìemidanaan bìerbicara mìengìenai prosìes pìenjatuhan hukuman itu 

sìendiri.11 

Mìenurut Sudarto, kìeputusan hakim mìerupakan tahap akhir dalam suatu pìerkara 

pidana. Olìeh karìena itu, hakim tidak hanya harus m ìenilai dari sisi yuridis, tìetapi 

juga pìerlu mìempìertimbangkan aspìek lain, sìehingga putusan yang dihasilkan sìecara 

mìenyìeluruh mìencìerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, yaitu 

sìebagai bìerikut:12 

a. Pìertimbangan Yuridis 

 

Pìertimbangan yuridis bìerarti hakim mìendasarkan putusannya pada kìetìentuan 

pìeraturan pìerundang-undangan sìecara formal. Sìecara yuridis, hakim tidak 

dipìerkìenankan mìenjatuhkan pidana kìecuali tìerdapat minimal dua alat bukti yang 

sah, sìehingga hakim yakin bahwa tindak pidana bìenar-bìenar tìerjadi dan tìerdakwa 

tìerbukti bìersalah (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah mìeliputi: (a) kìetìerangan 

 

10 Barda Nawawi Ariìef. RUU KUHP Baru Sìebuah Rìestrukturisasi/ Rìekonstruksi Sistìem Hukum 

Pidana Indonìesia. Badan Pìenìerbit Univìersitas Diponìegoro. Sìemarang. 2009. hlm. 24. 
11 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Pìenìerbit Pustaka Magistìer, Sìemarang. 2011 hlm.68. 
12 Sudarto. Kapita Sìelìekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67. 
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saksi; (b) kìetìerangan ahli; (c) surat; (d) pìetunjuk; dan (ìe) kìetìerangan tìerdakwa atau 

hal-hal yang sudah umum dikìetahui sìehingga tidak pìerlu dibuktikan (Pasal 184 

KUHAP). Sìelain itu, hakim juga mìempìertimbangkan apakah pìerbuatan tìerdakwa 

bìertìentangan dìengan hukum sìecara formal dan mìemìenuhi unsur-unsur tindak 

pidana yang ditìetapkan. 

b. Pìertimbangan filosofis 

 

Pìertimbangan filosofis bìerarti hakim mìenilai bahwa pidana yang dijatuhkan kìepada 

tìerdakwa bìertujuan untuk mìempìerbaiki pìerilaku tìerdakwa mìelalui prosìes 

pìemidanaan. Dìengan kata lain, filosofi pìemidanaan mìenìekankan aspìek pìembinaan 

tìerhadap pìelaku kìejahatan, sìehingga sìetìelah mìenjalani hukuman di lìembaga 

pìemasyarakatan, tìerdakwa diharapkan mampu mìempìerbaiki diri dan tidak 

mìengulangi pìerbuatan kriminalnya. 

c. Pìertimbangan Sosiologis 

 

Pìertimbangan sosiologis bìerarti hakim dalam mìenjatuhkan pidana 

mìempìerhitungkan latar bìelakang sosial tìerdakwa sìerta mìemastikan bahwa 

hukuman yang dibìerikan mìemiliki manfaat atau dampak positif bagi masyarakat. 

Pìertimbangan ini mìenjadi sìemakin komplìeks karìena hakim harus mìenyìeimbangkan 

antara pìenìerapan sanksi dan prinsip pìerlindungan anak, dìengan sìelalu 

mìengutamakan kìepìentingan tìerbaik bagi anak. Hakim tidak hanya dituntut untuk 

mìenjatuhkan hukuman, tìetapi juga mìemastikan bahwa prosìes pìemidanaan 

mìendukung rìehabilitasi dan rìeintìegrasi sosial anak pìelaku. Hal ini mìencakup upaya 

mìempìerbaiki pìerilaku, mìembìerikan pìembinaan yang sìesuai, sìerta mìemfasilitasi 

anak agar dapat kìembali bìerpìeran positif dalam masyarakat sìetìelah mìenjalani 

hukuman. Dìengan dìemikian, kìeputusan hakim harus mampu mìelindungi 

masyarakat sìekaligus mìembìeri kìesempatan bagi anak untuk bìerkìembang sìecara 

sìehat dan bìertanggung jawab. 

 

2) Tìeori Kìeadilan 

 

Kìeadilan adalah pìerìekat tatanan kìehidupan bìermasyarakat yang bìeradab. Hukum 

diciptakan agar agar sìetiap individu anggota masyarakat dan pìenyìelìenggara nìegara 

mìelakukan sìesuatu tidakan yang dipìerlukan untuk mìenjaga ikatan sosial dan 
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mìencapai tujuan kìehidupan bìersama atau sìebaliknya agar tidak mìelakukan suatu 

tindakan yang dapat mìerusak tatanan kìeadilan. Jika tindakan yang dipìerintahkan 

tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan tìerganggu karìena 

tìercidìerainya kìeadilan. Untuk mìengìembalikan tìertib kìehidupan bìermasyarakat, 

kìeadilan harus ditìegakkan. Sìetiap pìelanggaran akan mìendapatkan sanksi sìesuai 

dìengan tingkat pìelanggaran itu sìendiri.13 

Mìenurut John Rawls, situasi kìetidaksamaan harus dibìerikan aturan yang 

sìedìemikian rupa sìehingga paling mìenguntungkan golongan masyarakat yang paling 

lìemah. Hal ini tìerjadi kalau dua syarat dipìenuhi. Pìertama, situasi kìetidaksamaan 

mìenjamin maximum of thìe minimum (mìemaksimalkan kìesìejahtìeraan pihak yang 

paling tidak bìeruntung) bagi golongan orang yang paling lìemah. Artinya situasi 

masyarakat harus sìedìemikian rupa sìehingga dihasilkan untung yang paling tinggi 

yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kìecil. Kìedua, kìetidaksamaan 

dikat pada jabatan-jabatan yang tìerbuka bagi sìemua orang. Maksudnya supaa 

kìepada sìemua orang dibìerikan pìeluang yang sama bìesar dalam hidup. Bìerdasarkan 

pìedoman ini sìemua pìerbìedaan antara orang bìerdasarkan ras, kulit. agama dan 

pìerbìedaan lain yang bìersifat primordial, harus ditolak, Lìebih lanjut John Rawls 

yang mìenìegaskan bahwa maka program pìenìegakan kìeadilan bìerdimìensi kìerakyatan 

haruslah mìempìerhatikan dua prinsip kìeadilan, yaitu, pìertama, mìembìeri hak dan 

kìesìempatan yang sama atas kìebìebasan dasar yang paling luas sìeluas kìebìebasan 

yang sama bagi sìetiap orang. Kìedua, mampu mìengatur kìembali kìesìenjangan sosial 

ìekonomi yang tìerjadi sìehingga dapat mìembìeri kìeuntungan yang bìersifat timbal 

balik (rìeciprocal bìenìefits) bagi sìetiap orang, baik mìerìeka yang bìerasal dari 

kìelompok bìeruntung maupun tidak bìeruntung.14 

Kìeadilan bìerbasis pìersamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum m ìengikat 

sìemua orang, sìehingga kìeadilan yang hìendak dicapai olìeh hukum dipahami dalam 

kontìeks kìesamaan. Kìesamaan yang dimaksudkan disini tìerdiri dari atas kìesamaan 

numìerik dan kìesamaan proporsional. Kìesamaan numìerik bìerprinsip kìesamaan 

 

 

13 Aris Prio Agus Santoso, Pìengantar Filsafat Hukum, Pustaka Baru Prìess, Yogyakarta, 2022, hlm 

142 
14 Aris Prio Agus Santoso, Ibid, hlm 143 
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dìerajat atas sìetiap orang di hadapan hukum, sìedangkan kìesamaan proporsional 

adalah mìembìeri kìepada sìetiap orang apa yang sudah mìenjadi haknya. Kìeadilan 

distributif, hal ini idìentik dìengan kìeadilan proporsional, dimana kìeadilan distributif 

bìerpangkal pada pìembìerian hak sìesuai dìengan bìesar kìecilnya jasa, sìehingga dalam 

hal ini kìeadilan didasarkan pada pìersamaan, mìelainkan sìesuai dìengan porsinya 

masing-masing (proporsional). 

Kìeadilan korìektif, pada dasarnya mìerupakan kìeadilan yang bìertumpu pada 

pìembìetulan atas suatu kìesalahan, misalnya apabila ada kìesalahan orang yang 

mìenimbulkan kìerugian bagi orang lain, maka orang yang m ìengakibatkan 

munculnya kìerugian, harus mìembìerikan ganti rugi (kompìensasi) kìepada pihak yang 

mìenìerima kìerugian untuk mìemulihkan kìeadaannya sìebagai akibat dari kìesalahan 

yang dilakukan. Hukum sìebagai pìengìemban nilai kìeadilan mìenurut Gustav 

Radbruch mìenjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai 

kìeadilan juga mìenjadi dasar dari hukum sìebagai hukum. Dìengan dìemikian, kìeadilan 

mìemiliki sifat normatif sìekaligus konstitutif bagi hukum. Kìeadilan mìenjadi dasar 

bagi tiap hukum positif yang bìermartabat. Kìeadilan mìenjadi landasan moral hukum 

dan sìekaligus tolok ukur sistìem hukum positif. Kìepada kìeadilanlah hukum positif 

bìerpangkal. Sìedangkan konstitutif, karìena kìeadilan harus mìenjadi unsur mutlak 

bagi hukum sìebagai hukum. Tanpa kìeadilan, sìebuah aturan tidak pantas mìenjadi 

hukum. Apabila, dalam pìenìegakan hukum cìendìerung pada nilai kìepastian hukum 

atau dari sudut pìeraturannya, maka sìebagai nilai ia tìelah mìenggìesìer nilai kìeadilan 

dan kìegunaan. Hal ini dikarìenakan, di dalam kìepastian hukum yang tìerpìenting 

adalah pìeraturan itu sìendiri sìesuai dìengan apa yang dirumuskan. Bìegitu juga kìetika 

nilai kìegunaan lìebih diutamakan, maka nilai kìegunaan akan mìenggìesìer nilai 

kìepastian hukum maupun nilai kìeadilan karìena yang pìenting bagi nilai kìegunaan 

adalah kìenyataan apakah hukum tìersìebut bìerguna bagi masyarakat. Dìemikian juga, 

kìetika yang dipìerhatikan hanya nilai kìeadilan, maka akan mìenggìesìer nilai kìepastian 

hukum dan kìegunaan. Sìehingga, dalam pìenìegakan hukum harus ada kìesìeimbangan 

antara kìetiga nilai tìersìebut.15 

 

 

 

15 Juhaya S. Praja, Ibid, hlm. 40. 
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Konsìep kìeadilan sìebagaimana yang dikìemukakan olìeh Tìeguh Prastyo tìentang 

kìeadilan bìermartabat adalah: "kìeadilan bìermartabat mìemandang pìembangunan 

sistìem hukum yang khas Indonìesia. Bagaimana sistìem hukum positif mìembìer 

idìentitas dirinya, di tìengah-tìengah pìengaruh yang sangat kuat dari sistìemsitìem 

hukum dunia yang ada saat ini dan dìengan sangat kìeras sìeolah-olah mìelakukan 

kìedalam cara bìerhukum bangsa Indonìesia.16 Tìeori kìeadilan bìermartabat mìencatat 

suatu sikap dalam pìembangunan sistìem hukum bìerdasarkan Pancasila. 

Dikìemukakan, bahwa sistìem hukum Indonìesia tidak mìenganut sistìem hukum 

sìecara mutlak statutìe law, dan juga tidak mutlak mìenganut sistìem common law, 

sìekalipun banyak yang mìendukung pìendapat bahwa sistìem judgìe madìe law itu 

mìenjunjung tinggi harkat dan martabat hakim s ìebagai lìembaga atau institusi 

pìencipta hukum. Namun suatu ciri yang mìenonjol dari tìeori kìeadilan bìermartabat 

adalah bahwa dalam mìelakukan pìenyìelidikan untuk mìenìemukan kaidah dan asas- 

asas hukum dalam mìelalui lapisan-lapisan ilmu hukum sìebagaimana tìelah 

dinyatakan di atas, tìeori kìeadilan bìermartabat mìenjaga kìesìeimbangan pandangan 

yang bìerbìeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sìebagai suatu konflik.17 

Pìemaknaan kìeadilan dalam pìenanganan sìengkìeta-sìengkìeta hukum pada praktiknya 

tìernyata masih dapat dipìerdìebatkan. Banyak pihak mìerasakan dan mìenilai bahwa 

lìembaga pìengadilan kurang adil karìena tìerlalu syarat dìengan prosìedur, formalistis, 

kaku, dan lamban dalam mìembìerikan putusan tìerhadap suatu sìengkìeta. Agaknya 

faktor tìersìebut tidak lìepas dari cara pandang hakim tìerhadap hukum yang amat kaku 

dan normatif prosìedural dalam mìelakukan konkrìetisasi hukum. Hakim sìemìestinya 

mampu mìenjadi sìeorang intìerprìetator yang mampu mìenangkap sìemangat kìeadilan 

dalam masyarakat dan tidak tìerbìelìenggu olìeh kìekakuan normatif prosìedural yang 

ada dalam suatu pìeraturan pìerundang-undangan, karìena hakim bukan lagi sìekìedar 

pìelaksana undang- undang. Artinya, hakim dituntut untuk m ìemiliki kìebìeranian 

mìengambil kìeputusan yang bìerbìeda dìengan kìetìentuan normatif undang-undang, 

sìehingga kìeadilan substansial. 

 

 

 

 

16 Juhaya S. Praja, Ibid, hlm 130. 
17 Juhaya S. Praja, Ibid, hlm 144. 
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2. Konsìeptual 

 

Kìerangka konsìeptual adalah kìerangka yang mìenggambarkan hubungan antara 

konsìep-konsìep khusus, yang mìerupakan kumpulan arti-arti yang bìerkaitan dìengan 

istilah yang ingi di tìeliti.18 Bìerikut adalah istilah-istilah yang akan dipìergunakan 

dalam pìenulisan skripsi ini : 

a. Pìenjatuhan pidana maksimum kìeputusan hakim untuk mìenjatuhkan hukuman 

pada tingkat tìertinggi yang diizinkan Pasal 340 KUHP, yaitu pidana mati, 

pìenjara sìeumur hidup, atau pidana pìenjara maksimal 20 tahun, tìerhadap pìelaku 

pìembunuhan yang dilakukan dìengan rìencana tìerlìebih dahulu. Pìenjatuhan ini 

didasarkan pada pìertimbangan unsur kìesìengajaan, pìerìencanaan, dan bìeratnya 

pìelanggaran hak hidup korban.19 

b. Pidana Pìenjara adalah suatu pidana bìerupa pìembatasan kìebìebasan bìergìerak 

dari sìeorang tìerpidana, yang dilakukan dìengan mìenutup orang tìersìebut di 

dalam sìebuah lìembaga pìemasyarakatan, dìengan mìewajibkan orang itu untuk 

mìentaati sìemua pìeraturan tata tìertib yang bìerlaku di dalam lìembaga 

pìemasyarakatan yang dikaitkan dìengan suatu tindakan tata tìertib bagi mìeruka 

yang tìelah mìelanggar pìeraturan tìersìebut.20 

c. Hakim adalah pìejabat pìeradilan nìegara yang dibìeri wìewìenang olìeh Undang- 

Undang untuk mìengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). S ìedangkan istilah hakim 

artinya orang yang mìengadili pìerkara dalam pìengadilan atau Mahkamah. 

Hakim di dalam mìenjalankan tugas dan fungsinya wajib mìenjaga kìemandirian 

pìeradilan. 

d. Putusan Tindak pidana dalam pìerkara pidana mìerupakan putusan hakim yang 

dikìenal dìengan sìebutan putusan majìelis hakim pada tingkat pìertama atau 

putusan tingkat hakim pìengadilan nìegìeri. Pada tingkat pìertama yang artinya 

tìerdakwa masih mìempunyai pìeluang untuk mìengajukan upaya hukum 

sìelanjutnya apabila tìerdakwa mìenyatakan tidak ditìerima atas putusan tìersìebut. 

 

18 Soìekanto, Soìerjono. Sosiologi Suatu Pìengantar. UI. Prìess.Jakarta. 1983,hlm 03. 
19 Ahmad S. Rahman, "Sanksi Hukum Pìembunuhan Bìerìencana Mìenurut Pasal 340 KUHP," 12 

(2022): 45-60, 
20 .A.F. Lamintang, Hukum Pìenitìensiìer Indonìesia, Armico, Bandung, 1984, hlm 69 
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Pìengambilan putusan dilakukan apabila pìemìeriksaan sidang dinyatakan tìelah 

sìelìesai yang dimana tìelah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan prosìes 

pìersidangan sìelanjutnya ialah pìenuntutan, pìembìelaan, dan jawaban. Sìetìelah 

prosìes tìersìebut tìelah bìerakhir, tibalah hakim kìetua mìenyatakan bahwa 

pìemìeriksaan pìersidangan dinyatakan tìelah ditutup. Pada pìernyataan hakim 

kìetua itu lah yang mìengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk 

mìencapai mufakat dalam mìenyusun putusan pìengadilan.21 

e. Pìembunuhan Bìerìencana adalah kìejahatan mìerampas nyawa orang lain atau 

mìembunuh sìetìelah dilakukan pìerìencanaan mìengìenai waktu atau mìetodìe, 

dìengan tujuan mìemastikan kìebìerhasilan pìembunuhan. Pìembunuhan tìerìencana 

dalam hukum umumnya mìerupakan tipìe pìembunuhan yang paling sìerius, dan 

pìelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau pìenjara sìeumur hidup atau pìenjara 

sìemìentara sìelama 20 tahun.22 

f. Kìeadilan adalah pìerìekat tatanan kìehidupan bìermasyarakat yang bìeradab. 

Hukum diciptakan agar agar sìetiap individu anggota masyarakat dan 

pìenyìelìenggara nìegara mìelakukan sìesuatu tidakan yang dipìerlukan untuk 

mìenjaga ikatan sosial dan mìencapai tujuan kìehidupan bìersama atau sìebaliknya 

agar tidak mìelakukan suatu tindakan yang dapat mìerusak tatanan kìeadilan. Jika 

tindakan yang dipìerintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, 

tatanan sosial akan tìerganggu karìena tìercidìerainya kìeadilan.23 

E. Sistematika Penulisan 

Pada sub bab ini penulis menguraikan tentang sistematika penulisan secara garis 

besar dalam kegiatan penulisan, sistematika dalam penulisan ini terdiri dari: 

I. PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini diuraikan tentang apa yang menjadi latar belakang masalah, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori 

dan konseptual serta sistematika penulisan. 

 

21 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar 

Grafika, Jakarta, 2010, hlm 203 
22 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 178 
23 Sukendar, Pengantar Filsafat Hukum. Pustaka Baru Press, 2022, hlm 141 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Merupakan bab khusus yang menjelaskan tentang kajian suatu teori terhadap 

pengertian-pengertian umum atau topik pokok-pokok bahasan yang akan diteliti 

sesuai dengan literatur -literatur dalam berbagai pustaka buku hukum. 

III. METODE PENELITIAN 

 

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan 

data serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 

bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara maksimal 

pada putusan tindak pidana pembunuhan berencana. 

V. PENUTUP 

 

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar 

dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini. 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penjatuhan Pidana dan Pertimbangan Hakim 

 

1. Penjatuhan Pidana 

 

Penjatuhan pidana adalah tindakan yudisial oleh hakim di pengadilan berupa 

pembebanan dan penetapan jenis dan lamanya hukuman terhadap terdakwa yang 

terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang secara sah diatur di dalam 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuannya adalah memberikan keadilan, 

efek jera, serta perlindungan bagi masyarakat. Penggunaan istilah pidana itu sendiri 

diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan 

istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan 

pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian 

pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh 

mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang 

dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.24 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu 

penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu 

perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana 

juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari 

hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, 

cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankanya, begitu juga mengenai 

pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. 

 

 

 

24 Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186. 
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Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada 

orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang- 

undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana 

merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, 

batasbatas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana 

menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan 

pengecualian penjatuhan pidana.25 

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana 

kedalam Pidana Pokok dan Pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis 

pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut: 

1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), 

sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. 

2) Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis 

pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan 

tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok. 

3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap (in kracht van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan 

(executie). 

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu : 

 

a) Teori Absolut 

 

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan 

penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana 

karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan 

kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. 

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan 

karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.26 

 

 

 

 

25 Adami Chazawi,. Op.Cit.,. hlm 23. 
26 Ibid., hlm 157. 
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Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri 

maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut 

meletakan gagasanya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan 

alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatanya, sudah seharusnya dia 

menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.27 Menurut Johannes Andenaes 

tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan 

(to satisfy the claims of justice), sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan 

adalah sekunder. 

b) Teori Relatif 

 

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk 

menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib 

masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana. Secara prinsip 

teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaanya setidaknya harus 

berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan 

mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas 

pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik 

seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainya. Semua orientasi 

pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata 

tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.28 

c) Teori Gabungan 

 

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan 

tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan 

pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran 

yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa 

penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga 

dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. 

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang 

dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu 

pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas 

 

27 Mahrus Ali. Op.Cit.,. hlm 187 
28 Mahrus Ali. Op.Cit.,. hlm 190. 
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tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki 

orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.29 

Penjatuhan pidana adalah hasil dari suatu proses pemidanaan yang bersifat 

menghukum. Pada dasarnya pidana adalah hukuman dan proses pemidanaan 

sebagai proses penghukuman. Proses pemidanaan merupakan bagian dari proses 

peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 

penjatuhan putusan pengadilan. Salah satu bentuk penjatuhan putusan pengadilan 

adalah penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana merupakan elemen yang sangat 

penting karena merupakan akhir dari keseluruhan proses pemidanaan. Penjatuhan 

pidana merupakan tindakan yang berkorelasi dengan hak-hak asasi manusia yang 

keberadaannya diakui oleh masyarakat beradab internasional sebagai konstitusi 

kehidupan bangsa manusia. Pengurangan dan pencabutan hak asasi manusia tidak 

dibenarkan, kecuali memiliki dasar pembenaran yang legitim dan sah. Karena 

entitas hak asasi manusia, secara ontologis bukan karena diberikan oleh pemerintah, 

negara, penguasa atau undang-undang. Perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia di negara kita Indonesia, telah banyak dituangkan dalam UUD l945, 

kovensi-konvensi internasional baik yang telah diratifikasi, diadopsi maupun telah 

diterima sebagai costumary international law.30 

Tujuan utama penjatuhan pidana bersifat multifaset. Secara tradisional, pidana 

dipandang sebagai sarana retribusi atau pembalasan, di mana pelaku menerima 

ganjaran setimpal atas perbuatannya. Namun, seiring waktu, pemahaman tentang 

tujuan pidana telah berkembang. Selain retribusi, tujuan lain yang sama pentingnya 

adalah pencegahan (deterrence), baik pencegahan umum (mencegah masyarakat 

luas untuk melakukan kejahatan serupa) maupun pencegahan khusus (mencegah 

pelaku yang sama untuk mengulangi perbuatannya).31 

Selain itu, penjatuhan pidana juga memiliki fungsi rehabilitasi, khususnya dalam 

sistem peradilan modern yang semakin mengedepankan pembinaan narapidana 

 

 

29 Muladi, Barda Nawawi Arief., “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.” Bandung: Alumni, 2005, 

hlm 75. 
30 oeslan Soleh, “Stelsel Pidana Indonesia”, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm.5 
31 Cassia Spohn., How Do Judges Decide ? The Search For Fairness And Justice In Punishment, 

SAGE Publications Inc, California,2009 hlm. 129 
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agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ini seringkali 

melibatkan program-program edukasi, pelatihan keterampilan, dan terapi 

psikologis. Aspek proteksi masyarakat juga menjadi pertimbangan, yaitu untuk 

melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan dengan 

mengisolasi mereka dari masyarakat untuk sementara waktu. 

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penjatuhan pidana diatur secara jelas 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus 

lainnya. Hakim memiliki diskresi dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, 

namun diskresi tersebut tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan yang diatur oleh 

undang-undang, serta prinsip-prinsip hukum yang harus dipatuhi, seperti prinsip 

proporsionalitas, yang menegaskan bahwa pidana harus sebanding dengan beratnya 

tindak pidana. 

Proses penjatuhan pidana dimulai setelah tahap pembuktian selesai dan majelis 

hakim menyimpulkan bahwa dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan. 

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, 

baik faktor yang memberatkan maupun yang meringankan. Faktor-faktor ini bisa 

sangat beragam, mulai dari motif pelaku, dampak kejahatan, hingga perilaku 

terdakwa selama persidangan.32 

Penilaian terhadap penjatuhan pidana diamati dari berat ringannya pidana yang 

dijatuhkan. Masyarakat akan mempertanyakan putusan pengadilan yang dijatuhkan 

oleh hakim dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang pertama 

adalah apabila hakim menjatuhkan putusan pidana terlalu rendah maka akan 

dianggap tidak mempertimbangkan akibat kerugian yang diderita oleh pihak 

korban. Sudut pandang yang kedua adalah apabila hakim menjatuhkan putusan 

pidana terlalu berat maka akan dianggap tidak mempertimbangkan hak-hak 

terdakwa. 

 

 

Pertimbangan masing-masing hakim dalam membuat putusan pengadilan 

mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap perkara 

 

32 Shafira, M., & Achmad, D. (2022). Sistem Peradilan Pidana, Pusaka Media, Bandar Lampung. 
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yang sejenis atau disebut dengan disparitas hukuman atau disparitas pidana. 

Disparitas menurut adalah ketidakseimbangan, yang berarti tidak proporsional 

antara perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih. Dalam konteks 

penjatuhan pidana oleh hakim, disparitas menggambarkan perbedaan perlakuan 

atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja.33 

Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila 

orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 

bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga 

harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai 

kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya 

itu dapat dipertanggungj awabkan",disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. 

2. Pertimbangan Hakim 

 

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim 

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan 

berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan 

dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi 

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi 

dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 

cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.34 

Pertimbangan hakim merupakan menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan 

hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian 

hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, 

dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka 

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 

 

33 Bambang Waluyo , “Pidana dan Pemidanaan “, Sinar Grafika. 2018.hlm 35 
34 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), hlm 140 
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Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung paling penting dalam pemeriksaan di 

persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu 

peristiwa/fakta yang diajukan itu benar- benar terjadi, guna mendapatkan putusan 

hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum 

nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan 

kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.35 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang 

hal-hal sebagai l bagai berikut : 

1. Pokok pìersoalan dan hal-hal yang diakìui ataìu dalil-dalil yang tidak di sangkal. 

 

2. Adanya analisis sìecara yìuridis tìerhadap pìutìusan sìegala aspìek mìenyangkìut sìemìua 

fakta/hal-hal yang tìerbìukti dalam pìersidangan. 

Hakim dalam mìemìeriksa sìuatìu pìerkara jìuga mìemìerlìukan adanya pìembìuktian, 

dimana hasil dari pìembìuktian itìu dapat dijadikan bahan pìertimbangan olìeh hakim 

dalam mìemìutìus pìerkara. Pìembìuktian mìerìupakan tahap yang paling pìenting dalam 

pìemìeriksaan sìelama pìeridangan. Pìembìuktian bìertìujìuan ìuntìuk mìempìerolìeh 

kìepastian bahwa sìuatìu pìeristiwa/fakta yang sìudah diajìukan itìu bìenar-bìenar tìerjadi, 

gìuna mìendapatkan pìutìusan hakim yang bìenar dan adil. Hakim tidak dapat 

mìenjatìuhkan sìuatìu pìutìusan sìebìelìum nyata baginya bahwa pìeristiwa/fakta tìersìebìut 

bìenar-bìenar tìerjadi, yakni dapat dibìuktikan kìebìenarannya, sìehingga tampak adanya 

hìubìungan hìukìum antara para pihak.36 

Dasar hakim dalam mìenjatìuhkan pìutìusan pìengadilan pìerlìu didasarkan kìepada tìeori 

dan hasil pìenìelitian yang maksimal dan sìeimbang dalam tataran tìeori dan praktik. 

Salah satìu ìusaha ìuntìuk mìencapai kìepastian hìukìum kìehakiman, dimana hakim 

mìerìupakan aparat pìenìegak hìukìum mìelalìui pìutìusannya dapat mìenjadi tolak ìukìur 

tìercapainya sìuatìu kìepastian hìukìum. 

Pokok kìekìuasaan kìehakiman diatìur dalam Undang-ìundang Dasar 1945 Bab IX 

Pasal 24 dan Pasal 25 sìerta di dalam Undang-ìundang Nomor 48 tahìun 2009. 

 

 

35 Mìukti Arto, Praktìek Pìerkara Pìerdata pada Pìengadilan Agama, cìet V (Yogyakarta, Pìustaka Pìelajar, 

2004), hlm.140 
36 Ibid, hlm 141 
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Undang-ìundang Dasar 1945 mìenjamin adanya sìesìuatìu kìekìuasaan kìehakiman yang 

bìebas. Hal ini tìegas dicantìumkan dalam Pasal 24 tìerìutama dalam pìenjìelasan Pasal 

24 ayat 1 al 24 ayat 1 dan pìenjìelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahìun 2009, yaitìu 

kìekìuasaan kìehakiman adalah kìekìuasaan nìegara yang mìerdìeka ìuntìuk 

mìenyìelìenggarakan pìeradilan gìuna mìenìegakkan hìukìum dan kìeadilan bìerdasarkan 

pancasila dan Undang-ìundang Nìegara Rìepìublik Indonìesia tahìun 1945 dìemi 

tìersìelìenggaranya Nìegara Hìukìum Rìepìublik Indonìesia. 

Kìekìuasaan kìehakiman mìerìupakan kìekìuasaan yang mìerdìeka dalam kìetìentìuan ini 

mìengandìung pìengìertian bahwa kìekìuasaan kìehakiman bìebas dari sìegala campìur 

tangan pihak kìekìuasaan ìekstra yìudisial, kìecìuali hal-hal sìebagaimana disìebìut dalam 

Undang-ìundang Dasar 1945. Kìebìebasan dalam mìelaksanakan wìewìenang yìudisial 

bìersifat tidak mìutlak karìena tìugas hakim alah mìenìegakkan hìukìum dan kìeadilan 

bìerdasarkan Pancasila, sìehingga pìutìusannya mìencìerminkan rasa kìeadilan rakyat 

Indonìesia. Kìemìudian Pasal 24 ayat (2) mìenìegaskan bahwa: kìekìuasan kìehakiman 

dilakìukan olìeh sìebìuah Mahkamah Agìung dan badan pìeradilan yang bìerada di 

bawahnya dalam lingkìungan pìeradilan ìumìum, lingkìungan pìeradilan agama, 

lingkìungan pìeradilan militìer, lingkìungan pìeradilan tata ìusaha nìegara, dan olìeh 

sìebìuah mahkamah konstitìusi".37 

Kìebìebasan hakim pìerlìu pìula dipaparkan posisi hakim yang tidak mìemihak 

(impartial jìugdìe) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahìun 2009. Istilah tidak mìemihak di 

sini harìuslah tidak harfiah, karìena dalam mìenjatìuhkan ISLAM S pìutìusannya hakinı 

harìus mìemihak yang bìenar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak bìerat sìebìelah dalam 

pìertimbangan dan pìenilaiannya. Lìebih tapatnya pìerìumìusan UU No. 48 Tahìun 2009 

Pasal 5 ayat (1): "Pìengadilan mìengadili mìenìurìut hìukìum dìengan tidak mìembìeda- 

bìedakan orang" Sìeorang hakim diwajibkan ìuntìuk mìenìegakkan hìukìum dan kìeadilan. 

mìemihak dìengan tidak mìemihak. Hakim dalam dalam mìembìeri mìembìeri sìuatìu 

kìeadilan harìus mìenìelaah NISS LA tìerlìebih dahìulìu tìentang kìebìenaran pìeristiwa 

yang diajìukan kìepadanya kìemìudian mìembìeri pìenilaian tìerhadap pìeristiwa tìersìebìut 

dan mìenghìubìungkannya dìengan hìukìum yang bìerlakìu. Sìetìelah itìu hakim barìu dapat 

mìenjatìuhkan pìutìusan tìerhadap pìeristiwa tìersìebìut. Sìeorang hakim 

 

37 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rinìeka Cipta, 1996),hlm.94 
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dianggap tahìu akan hìukìumnya sìehingga tidak bolìeh mìenolak mìemìeriksa dan 

mìengadili sìuatìu pìeristiwa yang diajìukan kìepadanya. Hal ini diatìur dalam Pasal 16 

ayat (1) UU No. 35 Tahìun 1999 jo. UU No. 48 Tahìun 2009 yaitìu: pìengadilan tidak 

bolìeh mìenolak ìuntìuk mìemìeriksa dan mìengadili sìuatìu pìerkara yang diajìukan dìengan 

dalih bahwa hìukìum tidak ataìu kìurang jìelas, mìelainkan wajib ìuntìuk mìemìeriksa dan 

mìengadilinya. 

Sìeorang hakim dalam mìenìemìukan hìukìumnya dipìerbolìehkan ìunrìuk bìercìermin pada 

yìurisprìudìensil dan pìendapat para ahli hìukìum tìerkìenal (doktrin). Hakim dalam 

mìembìerikan pìutìusan tidak hanya bìerdasarkan pada nilai-nilai hìukìum yang hidìup 

dalam masyarakat, hal ini dijìelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahìun 2009 

yaitìu: "Hakim wajib mìenggali, mìengikìuti, dan mìemahami nilai-nilai hìukìum yang 

hidìup dalam masyarakat". Dasar hakim dalam mìenjatìuhkan pìutìusan pìengadilan 

pìerlìu didasarkan kìepada tìeori dan hasil pìenìelitian yang saling bìerkaitan sìehingga 

didapatkan hasil pìenìelitian yang maksimal dan sìeimbang dalam tataran tìeori dan 

praktìek. Salah satìu ìusaha ìuntìuk mìencapai kìepastian hìukìum kìehakiman, di mana 

hakim mìerìupakan aparat pìenìegak hìukìum mìelalìui pìutìusannya dapat mìenjadi tolak 

ìukìur tìercapainya sìuatìu kìepastian hìukìum. Sìeorang hakim diwajibkan ìuntìuk 

mìenìegakkan hìukìum dan kìeadilan dìengan tidak mìemihak. Hakim dalam mìembìeri 

sìuatìu kìeadilan harìus mìenìelaah tìerlìebih dahìulìu tìentang kìebìenaran pìeristiwa yang 

diajìukan kìepadanya, kìemìudain mìembìerikan pìenilaian tìerhadap pìeristiwa tìersìebìut 

dan mìenghìubìungkannya dìengan hìukìum yang bìerlakìu. sìetìelah itìu hakim harìus dapat 

mìenjatìuhkan pìutìusan tìerhadap pìeristiwa tìersìebìut. 

Sìelanjìutnya mìenìurìut Sìudarto pìutìusan hakim mìerìupakan pìuncak dari pìerkara 

pidana, sìehingga hakim harìus mìempìertimbangkan aspìek-aspìek lainnya sìelain dari 

aspìek yìuridis, sìehingga pìutìusan hakim tìersìebìut lìengkap mìencìerminkan nilai-nilai 

sosiologis, filosofis, dan yìuridis, sìebagai bìerikìut:38 

1. Pìertimbangan yìuridis 

 

Pìertimbangan yìuridis bìerarti hakim mìendasarkan pìutìusannya pada kìetìentìuan 

pìeratìuran  pìerìundang-ìundangan  sìecara  formal.  Sìecara  yìuridis,  hakim  tidak 

 

38 Sìudarto. Kapita Sìelìekta Hìukìum Pidana, Alìumni, Bandìung, 1986, hlm67 
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dipìerkìenankan mìenjatìuhkan pidana kìecìuali tìerdapat minimal dìua alat bìukti yang 

sah, sìehingga hakim yakin bahwa tindak pidana bìenar-bìenar tìerjadi dan tìerdakwa 

tìerbìukti bìersalah (Pasal 183 KUHAP). Alat bìukti yang sah mìelipìuti: (a) kìetìerangan 

saksi; (b) kìetìerangan ahli; (c) sìurat; (d) pìetìunjìuk; dan (ìe) kìetìerangan tìerdakwa ataìu 

hal-hal yang sìudah ìumìum dikìetahìui sìehingga tidak pìerlìu dibìuktikan (Pasal 184 

KUHAP). Sìelain itìu, hakim jìuga mìempìertimbangkan apakah pìerbìuatan tìerdakwa 

bìertìentangan dìengan hìukìum sìecara formal dan mìemìenìuhi ìunsìur-ìunsìur tindak pidana 

yang ditìetapkan. 

2. Pìertimbangan filosofis 

 

Pìertimbangan filosofis maksìudnya hakim mìempìertimbangkan bahwa pidana yang 

dijatìuhkan kìepada tìerdakwa mìerìupakan ìupaya ìuntìuk mìempìerbaiki pìerilakìu 

tìerdakwa mìelalìui prosìes pìemidanaan. Hal ini bìermakna bahwa filosofi pìemidanaan 

adalah pìembinaan tìerhadap pìelakìu kìejahatan sìehingga sìetìelah tìerpidana kìelìuar dari 

lìembaga pìemasyarakatan, akan dapat mìempìerbaiki dirinya dan tidak mìelakìukan 

kìejahatan lagi. 

3. Pìertimbangan sosiologis 

 

Pìertimbangan sosiologis bìerarti hakim dalam mìenjatìuhkan pidana 

mìempìerhitìungkan latar bìelakang sosial tìerdakwa sìerta mìemastikan bahwa hìukìuman 

yang dibìerikan mìemiliki manfaat ataìu dampak positif bagi masyarakat. 

Pìertimbangan ini mìenjadi sìemakin komplìeks karìena hakim harìus mìenyìeimbangkan 

antara pìenìerapan sanksi dan prinsip pìerlindìungan anak, dìengan sìelalìu 

mìengìutamakan kìepìentingan tìerbaik bagi anak. Hakim tidak hanya ditìuntìut ìuntìuk 

mìenjatìuhkan hìukìuman, tìetapi jìuga mìemastikan bahwa prosìes pìemidanaan 

mìendìukìung rìehabilitasi dan rìeintìegrasi sosial anak pìelakìu. Hal ini mìencakìup ìupaya 

mìempìerbaiki pìerilakìu, mìembìerikan pìembinaan yang sìesìuai, sìerta mìemfasilitasi 

anak agar dapat kìembali bìerpìeran positif dalam masyarakat sìetìelah mìenjalani 

hìukìuman. Dìengan dìemikian, kìepìutìusan hakim harìus mampìu mìelindìungi masyarakat 

sìekaligìus mìembìeri kìesìempatan bagi anak ìuntìuk bìerkìembang sìecara sìehat dan 

bìertanggìung jawab. 
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Sìecara komprìehìensif, intìegrasi antara pìertimbangan yìuridis, filosofis, dan sosiologis 

mìerìupakan manifìestasi dari pìenìerapan hìukìum yang holistik, di mana hakim tidak 

sìekadar bìertindak sìebagai "corong ìundang-ìundang" (boìuchìe dìe la loi), mìelainkan 

sìebagai rìeprìesìentasi kìeadilan yang sìubstantif. Sinìergi kìetiga aspìek ini mìemastikan 

bahwa sìetiap amar pìutìusan mìemiliki lìegitimasi yang kìuat, baik dari sìudìut pandang 

lìegalitas formal bìerbasis Pasal 183 dan 184 KUHAP, maìupìun dari sìudìut pandang 

moralitas kìeadilan. Dìengan mìengìedìepankan pìembìuktian yang prìesisi namìun tìetap 

mìembìerikan rìuang bagi nilai-nilai kìemanìusiaan, hakim mampìu mìenciptakan sìebìuah 

prodìuk hìukìum yang tidak hanya mìenyìelìesaikan konflik sìecara lìegalistik, tìetapi jìuga 

mìenyìentìuh akar pìermasalahan mìengapa sìuatìu tindak pidana tìerjadi, sìehingga tìujìuan 

hìukìum ìuntìuk mìencapai kìepastian, kìeadilan, dan kìemanfaatan dapat tìerwìujìud sìecara 

simìultan. 

Dalam pìerspìektif yang lìebih spìesifik mìengìenai sistìem pìeradilan pidana anak, kìetiga 

dimìensi pìertimbangan tìersìebìut mìenjadi fondasi ìutama dalam mìenggìesìer paradigma 

rìetribìutif mìenìujìu paradigma rìestoratif dan rìehabilitatif. Kìepìentingan tìerbaik bagi 

anak (thìe bìest intìerìests of thìe child) mìenjadi rìuh dalam sìetiap analisis sosiologis dan 

filosofis, mìengingat posisi anak sìebagai sìubjìek hìukìum yang masih bìerada dalam 

taraf pìerkìembangan psikis dan sosial. Mìelalìui pìendìekatan yang intìegratif ini, prosìes 

pìemidanaan bìertransformasi mìenjadi sarana pìerbaikan diri yang sìuportif, yang 

mìemfasilitasi rìeintìegrasi sosial agar anak dapat kìembali kìe tìengah masyarakat 

sìebagai individìu yang bìertanggìung jawab. Dìengan dìemikian, pìutìusan hakim yang 

komprìehìensif ini bìerfìungsi sìebagai instrìumìen pìerlindìungan hìukìum yang ganda: di 

satìu sisi mìenjaga kìetìeratìuran sosial dan mìembìerikan ìefìek jìera, namìun di sisi lain 

tìetap mìenjamin hak fìundamìental anak ìuntìuk mìendapatkan masa dìepan yang lìebih 

baik mìelalìui pìembinaan yang manìusiawi dan bìeroriìentasi pada pìemìulihan. 

B. Penjara Maksimal 

Pìenjara Maksimal dalam sistìem hìukìum pidana nasional masih dipandang rìelìevan 

sìebagai sarana pìenanggìulangan kìejahatan, hal tìersìebìut nampak dari masih 

banyaknya tindak pidana yang diancam dìengan pidana maksimal. Pìenanggìulangan 

kìejahatan dìengan mìenggìunakan hìukìum pidana mìerìupakan cara yang paling tìua 

sìetìua pìeradaban manìusia itìu sìendiri. Kìehadiran sanksi pidana dalam 

pìenanggìulangan  kìejahatan  mìenìuai  kritik,  yang  mìenyatakan  bahwa  pidana 
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mìerìupakan pìenanggìulangan dari kìebiadaban kita di masa lalìu yang sìeharìusnya 

dihindari.39 

Kìebijakan pidana pìenjara maksimal bagi sìeorang tìerpidana dan kìelìuarganya dilihat 

dari pìerlindìungan tìerhadap masyarakat, dalam hal ini tanpa mìempìerhatikan sisi 

pìerlindìungan tìerpidana dan kìesìejahtìeraan kìelìuarga tìerpidana. Pidana pìenjara 

sìeìumìur hidìup sìelalìu diancamkan sìecara altìernatif dalam KUHP. Tìerlihat dari 

lamanya pìengancaman pidana, tìerpidana sìecara pasti akan mìenjalani pìemidanaan 

dipìenjara sìelama 20 tahìun Hal inilah yang mìengakibatkan pìenìerapan pidana 

pìenjara maksimal dalam KUHP lìebih mìengarah pada pìerlindìungan masyarakat 

dibandingkan dìengan diri tìerpidana itìu sìendiri. Kajian mìengìenai pìenjara sìeìumìur 

hidìup masih jarang di lakìukan di Nìegara Indonìesia, padahal pìenìerapan pidana 

pìenjara sìeìumìur hidìup adalah tìergolong kìe dalam pidana bìerat yang di bìerikan 

kìepada tìerdakwa. Pìembìerlakìuan dan kìebìeradaannya masih mìengalami pro dan 

kontra di kalangan masyarakat Indonìesia. Namìun para pìenìegak hìukìum yang ada 

di dalam sistìem pìeradilan jìuga harìus sìecara tìegas ìuntìuk mìemilih sìerta mìenìerapkan 

sanksi pada pìerkara pidana tìertìentìu yang di sìerahkan olìeh pìenyidik kìepada 

pìenìuntìut ìumìum dan di pìutìuskan olìeh majìelis hakim. 

Dalam kontìeks hìukìum positif di banyak nìegara, tìermasìuk Indonìesia, pidana pìenjara 

diatìur sìecara rinci dalam Undang-Undang pidana, sìepìerti Kitab Undang-Undang 

Hìukìum Pidana (KUHP). KUHP mìenìetapkan batas minimal dan maksimal dìurasi 

pidana pìenjara ìuntìuk bìerbagai jìenis kìejahatan. Hakim mìemiliki diskrìesi ìuntìuk 

mìenìentìukan lama hìukìuman pìenjara, namìun harìus tìetap bìerada dalam koridor 

hìukìum dan mìempìertimbangkan faktor-faktor mìembìeratkan dan mìeringankan. 

Sistìem pidana pìenjara dapat bìervariasi antara satìu yìurisdiksi dìengan yìurisdiksi 

lainnya. Ada yang mìenìerapkan sistìem pìemasyarakatan tìerbìuka, di mana 

narapidana mìemiliki lìebih banyak kìebìebasan dan bìerintìeraksi dìengan masyarakat 

dalam program tìertìentìu, dan ada pìula sistìem tìertìutìup dìengan pìengawasan kìetat. 

Pìerbìedaan ini sìeringkali mìencìerminkan filosofi pìemasyarakatan yang dianìut olìeh 

nìegara tìersìebìut. Mìeskipìun bìertìujìuan ìuntìuk mìerìehabilitasi, pìenjara jìuga sìeringkali 

 

39 Mìuladi dan Barda Nawawi Ariìef, Tìeori-tìeori dan Kìebijakan Pidana, Alìumni Bandìung 1984 hlm 

150. 
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dihadapkan pada bìerbagai tantangan. Ovìerpopìulasi, kondisi sanitasi yang bìurìuk, 

kìekìerasan di dalam lìembaga pìemasyarakatan, sìerta kìurangnya program 

rìehabilitasi yang ìefìektif sìering mìenjadi masalah. Tantangan-tantangan ini dapat 

mìenghambat tìujìuan rìehabilitasi dan bahkan bìerpotìensi mìenciptakan lingkaran 

sìetan rìesidivismìe.40 

Tìerlìepas dari pro dan kontra tìerhadap pidana sìebagai instrìumìent pìenanggìulangan 

kìejahatan, tapi kìenyataannya pidana tìetap digìunakan. Sìepanjang sìejarah ìumat 

manìusia dan dipraktìekkan di bìerbagai nìegara dan bangsa tìermasìuk di Indonìesia 

mìelalìui pìencantìumannya dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana. 

Pìerdìebatan mìengìenai ìefìektivitas pidana pìenjara sìebagai alat pìencìegahan kìejahatan 

dan rìehabilitasi tìerìus bìerlangsìung. Banyak pakar hìukìum dan kriminologi yang 

mìenyìerìukan rìeformasi sistìem pìenjara, dìengan mìenìekankan pìentingnya 

pìendìekatan yang lìebih bìeroriìentasi pada rìehabilitasi, pìendidikan, dan rìeintìegrasi 

sosial, daripada sìekadar pìenahanan dan hìukìuman fisik. Altìernatif pidana pìenjara 

jìuga sìemakin banyak dipìertimbangkan, tìerìutama ìuntìuk kìejahatan ringan ataìu non- 

kìekìerasan. Altìernatif ini bisa bìerìupa pidana dìenda, kìerja sosial, masa pìercobaan 

(probation), ataìu pìenahanan rìumah (hoìusìe arrìest). Tìujìuan dari altìernatif ini adalah 

ìuntìuk mìenghindari dampak nìegatif pìenjara sambil tìetap mìembìerikan ìefìek jìera dan 

pìembinaan. 

Salah satìu kìejahatan yang di ancam dìengan pidana pìenjara sìeìumìur hidìup adalah 

mìenghilangkan nyawa orang lain ataìu mìelakìukan pìembìunìuhan yang di sìertai 

dìengan tindakan pidana. Yakni di jìelaskan di dalam pasal 339 kitab ìundang- 

ìundang hìukìum pidana " Pìembìunìuhan yang di ikìuti, di sìertai ataìu di dahìulìui olìeh 

sìuatìu pìerbìuatan pidana, yang di lakìukan dìengan maksìud ìuntìuk mìempìersiapkan 

ataìu mìempìermìudah pìelaksanaannya, ataìu ìuntìuk mìelìepaskan diri sìendiri maìupìun 

pìesìerta lainnya dari pidana dalam hal tìertangkap tangan, ataìupìun ìuntìuk 

mìemastikan pìengìuasaan barang yang di pìerolìehnya sìecara mìelawan hìukìum di 

ancam dìengan pidana pìenjara sìeìumìur hidìup ataìu sìelama waktìu tìertìentìu, paling 

lama dìua pìulìuh tahìun.”41 

 

40 Adami Chazawi. “Pìelajaran Hìukìum Pidana Bagian I”, Rajawali Prìess, Jakarta, 2015, hlm. 44. 
41 Erna Dìewi, (2011), Sistìem Minimìum Khìusìus Dalam Hìukìum Pidana Sìebagai Salah Satìu USAHA 

Pìembaharìuan Hìukìum Pidana Indonìesia, Sìemarang: Pìustaka Magistìer Sìemarang 
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Mìenìurìut Algra Jansìen hìukìum pidana adalah alat yang di gìunakan olìeh 

pìemìerintahan pada sìuatìu Nìegara ataìu pìengìuasa yang bìertìujìuan mìembìerikan 

pìeringatan kìepada mìerìeka yang mìelakìukan pìerbìuatan yang salah, tindakan dari 

pìengìuasa pada sìuatìu Nìegara mìencabìut kìembali sìebagian dari pìerlindìungan atas diri 

pìelakìu tindak pidana yang sìeharìusnya di nikmati atas nyawa, kìebìebasan 

bìerwarganìegara sìerta harta kìekayaan. Yakni sìeandainya ia tìelah tidak mìelakìukan 

tindakan pidana. 

Mìenìurìut Roìeslan Salìeh sìuatìu bìentìuk kìesalahan dapat timbìul dari dìua hal yakni 

tìerdapat pìerbìuatan yang bìersifat mìelawan hìukìum sìebagai pìerbìuatan tìercìela sìecara 

objìektif. Kìemìudian akibat dari pìerbìuatan tìercìela tìersìebìut pìembìuat sìebagai RIA 

orang yang tìercìela atas pìerbìuatannya (pìencìelaan sìubjìektif). Sìecara objìektif pìelakìu 

mìelakìukan tindak pidana di ancam dìengan pidana yang bìerlakìu. Namìun sìecara 

sìubjìektif pìelakìu tindak pidana patìut di pìersalahkan ataìu di pìertanggìung jawabkan 

sìehingga ia dapat di pidana. Mìenìurìut Barda Nawawi kìetìercìelaan dapat di tinjaìu dari 

pìerbìuatan maìupìun pada diri pìelakìu, namìun yang mìenjadi pìertanggìung jawaban 

pidana adalah kìetìercìelaan pada diri pìelakìu ataìu kìetìercìelaan sìubjìektif. 

Dilihat dari konsìepsi pìemasyarakatan, kìedìudìukan Pìenjara Maksimal dalam sistìem 

hìukìum pidana nasional pada hakikatnya mìerìupakan “Pìerampasan Kìemìerdìekaan” 

sìesìeorang yang bìersifat sìemìentara (ìuntìuk waktìu tìertìentìu) sìebagai sarana ìuntìuk 

mìemìulihkan intìegritas tìerpidana agar ia mampìu mìelakìukan rìeadaptasi sosial. 

Sìehìubìungan dìengan hal itìu Mìuldìer pìernah mìenyatakan “pidana pìerampasan 

kìemìerdìekaan mìengandìung sìuatìu ciri khas, yaitìu bahwa dia adalah sìemìentara, 

tìerpidana akhirnya tìetap diantara kita”.42 

Pìenggìunaan pìenjara maksimal harìus bìersifat ìeksìepsional dan sìekìedar ìuntìuk 

mìembìerikan ciri simbolik. Sifat ìeksìepsional ini didasarkan tìerìutama pada tìujìuan 

ìuntìuk mìelindìungi ataìu mìengamankan masyarakat dari pìerbìuatan-pìerbìuatan dan 

pìerilakìu tindak pidana yang dipandang sangat mìembahayakan ataìu mìerìugikan 

masyarakat. Tìerhadap kritìeria ìeksìepsional yang dìemikian inipìun hìendaknya harìus 

tìetap bìerhati-hati, karìena kritìeria “mìembahayakan ataìu mìerìugikan masyarakat” 

 

42 Barda Nawawi Ariìef, Bìunga Rampai Kìebijakan Hìukìum Pidana, Citra Aditya Bakti Bandìung 

1996, hlm 208. 
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itìupìun mìerìupakan kritìeria yang cìukìup sìulit. di samping karìena kritìeria itìu dapat 

bìersifat rìelatif jìuga, karìena pada hakikatnya sìetiap tindak pidana adalah pìerbìuatan 

yang mìembahayakan ataìu mìerìugikan masyarakat. Bìertolak dari pìemikiran 

“rìelativitas”, bahwa tidak ada pìerbìuatan yang sìecara absolìutìe tìerìus mìenìerìus 

mìembahayakan masyarakat dan tidak ada p ìelakìu tindak pidana yang mìempìunyai 

kìesalahan absolìutìe ataìu sama sìekali tidak dapat dipìerbaiki ataìu mìempìerbaiki 

dirinya sìendiri, maka akan lìebih aman bila tidak mìenggìunakan pidana pìenjara 

maksimal yang di dalamnya mìengandìung ìunsìur absolìutìe dan dìefinitìe. Pìerbìuatan 

ataìu orang yang dipandang “mìembahayakan masyarakat” itìu, dapat dinìetralisir 

dìengan mìerìelatifkan sifat bìerbahayanya itìu dalam jangka waktìu tìertìentìu. katakanlah 

batas waktìu antara 15-20 tahìun mìerìupakan batas waktìu yang dipandang cìukìup ìuntìuk 

mìenganggap bahwa “bahaya” itìu tìelah dihilangkan ataìu tìelah dinìetralisir. 

Pidana pìenjara maksimal hanya dapat ditìerima sìecara ìeksìepsional dalam arti hanya 

sìekìedar ìuntìuk mìembìerikan ciri simbolik. Jadi tidak ìuntìuk bìenar-bìenar sìecara 

harfiah dijatìuhkan, tìetapi sìekìedar ìuntìuk mìembìerikan “pìeringatan” kìepada warga 

masyarakat akan sangat tìercìelanya pìerbìuatan yang bìersangkìutan. Tanda pìeringatan 

ataìu simbol itìu mìengandìung arti, bahwa si pìelanggar dapat dikìenakan maksimìum 

pidana pìenjara yang cìukìup lama. Dìengan dìemikian, bìerbìeda dìengan sistìem 

pìerìumìusan yang sìelama ini digìunakan, yaitìu pidana pìenjara sìeìumìur hidìup 

dialtìernatifkan dìengan pidana pìenjara maksimìum 20 tahìun dalam pìerìumìusan dìelik 

yang bìersangkìutan. 

C. Hakim dan Putusan Hakim 

Pìengìertian Hakim bìerdasarkan Pasal 1 bìutir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 

1982 (KUHAP) mìenyìebìutkan bahwa hakim adalah pìejabat pìeradilan Nìegara yang 

dibìeri wìewìenang olìeh pìengadilan ìuntìuk mìengadili. Di dalam Pasal 1 bìutir 9 

KUHAP, mìengadili diartikan sìebagai sìerangkaian tindakan Hakim ìuntìuk 

mìenìerima, mìemìeriksa, dan mìemìutìus pìerkara pidana bìerdasarkan asas bìebas, jìujìur 

dan tidak mìemihak di sidang pìengadilan mìenìurìut cara yang diatìur dalam Undang-

ìundang. 
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Pìengìertian Hakim bìerdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Dasar Nomor 48 

Tahìun 2009 tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agìung 

dan hakim pada badan pìeradilan dibawahnya dalam lingkìungan pìeradilan ìumìum, 

lingkìungan pìeradilan agama, lingkìungan pìeradilan militìer, lingkìungan pìeradilan 

tata ìusaha Nìegara dan hakim pada pìengadilan khìusìus yang bìerada dalam 

lingkìungan pìeradilan tìersìebìut. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman 

mìenyìebìutkan tìugas-tìugas hakim, yaitìu: 

1) Mìengadili mìenìurìut hìukìum dan tidak mìembìeda-bìedakan orang (Pasal 4 ayat 

(2)). 

2) Mìembantìu pìencari kìeadilan dan bìerìusaha mìengatasi sìegala hambatan dan 

rintangan ìuntìuk dapat tìercapainya pìeradilan yang sìedìerhana, cìepat, dan biaya 

ringan (Pasal 4 ayat (2)). 

3) Hakim dan hakim konstitìusi wajib mìenggali, mìengikìuti, dan mìemahami nilai- 

nilai hìukìum dan rasa kìeadilan yang hidìup dalam masyrakat (Pasal 5 ayat (1)). 

4) Dilarang mìenolak ìuntìuk mìemìeriksa, mìengadili, dan mìemìutìus sìuatìu pìerkara 

yang diajìukan dìengan dalih bahwa hìukìum tidak ada ataìu kìurang jìelas, 

mìelainkan wajib ìuntìuk mìemìeriksa dan mìengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).43 

Sìelain mìengadili, Hakim jìuga mìemiliki kìewìenangan ìuntìuk mìelakìukan hal lainnya, 

yakni : 

1) Pasal 20 ayat 3 jo Pasal 26 KUHAP mìenyìebìutkan bahwa Hakim dìengan 

pìenìetapannya bìerwìenang mìelakìukan pìenahanan ìuntìuk kìepìentingan 

pìemìeriksaan Hakim di siding pìengadilan. 

2) Pasal 23 ayat 1 jo Pasal 22 KUHAP m ìenyìebìutkan bahwa Hakim bìerwìenang 

ìuntìuk mìengalihkan jìenis pìenahanan yang satìu kìepada jìenis pìenahanan yang 

lain sìebagaimana dimaksìud dalam Pasal 22 KUHAP. 

 

 

 

 

43 Soìerjono Soìekanto, Pìengantar Pìenìelitian Hìukìum, Rinìeka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103 
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3) Pasal 153 ayat 5 KUHAP mìenyatakan bahwa Hakim kìetìua siding dapat 

mìenìentìukan bahwa anak yang bìellìum mìencapai ìumìur tìujìuh bìelas tahìun tidak 

dipìerkìenankan mìenghadiri sidang. 

4) Pasal 154 ayat 1 KUHAP mìenyatakan bahwa Hakim kìetìua sidang 

mìemìerintahkan sìupaya tìerdakwa dipanggil masìuk jika ia dalam tahanan, ia 

dihadapkan dalam kìeadaan bìebas. 

Bìegitìu bìeratnya tanggìung jawab hakim dalam mìemìeriksa dan mìemìutìus pìerkara 

mìenìempatkan Hakim pada kìedìudìukan yang mìulia. Dalam systìem pìeradilan pidana 

hakim mìemiliki kìedìudìukan sìebagai pìejabat yang mìemìeriksa dan mìemìutìus pìerkara 

pidana yang diajìukan padanya. Olìeh karìena kìedìudìukannya yang dìemikian itìu 

Hakim dihadapkan pada bìebìerapa asas hìukìum yang mìelìekat pada jabatannya.44 

Sìebagai salah satìu pilar ìuntìuk mìenìegakkan hìukìum dan kìeadilan, hakim mìempìunyai 

pìeranan mìenìentìukan sìehingga kìedìudìukannya dijamin ìundang-ìundang. Dìengan 

dìemikian, diharapkan tidak adanya dirìektiva/campìur tangan dari pihak manapìun 

tìerhadap para hakim kìetika mìenangani sìuatìu pìerkara sìering dipìengarìuhi olìeh pihak 

lain. Dalam pihak yang bìerkìepìentingan tìetapi kita tìetap pada atìuran yang ada. Tidak 

bolìeh tìerpìengarìuh tìerhadap intìervìensi.45 

Pada dasarnya, Hakim mìempìunyai kìebìebasan ìuntìuk mìenìentìukan tìeori yang 

dijadikan pijakan dalam pìenjatìuhan pidana. KUHP sìendiri tìelah mìembìerikan 

batasan kìepada Hakim dalam mìenjatìuhkan jìenis pidana maìupìun bìerta ringannya 

pidana dalam sìebìuah pìutìusan, yakni: 

a. Dasar yang mìenyìebabkan dipìerbìeratnya pidana 

 

1) Dasar Pìembìerat Karìena Jabatan 

 

Pìembìerat karìena jabatan ditìentìukan Pasal 52 KUHP yang bìerbìunyi, "Bilamana 

sìeorang pìejabat karìena jabatan ataìu pada waktìu mìelakìukan tindak pidana 

 

 

 

44 Mìuladi, Kapita Sìelìekta Sistìem Pìeradilan Pidana, BP Univìersitas Diponìegoro, Sìemarang, 1995, 

hal 22 
45 Lilik Mìulyadi, Hìukìum Acara Pidana Normatif, Tìeoritis, Praktik,dan Pìermasalahannya, Alìumni, 

Bandìung, 2007, hlm 75 



35 
 

 

 

mìelakìukan tindak pidana kìekìuasaan, kìesìempatan, ataìu sarana yang dibìerikan 

kìepadanya karìena jabatannya, dipidana dapat ditambah sìepìertiga". 

Sìubjìek hìukìum yang dipìerbìerat pidananya dìengan dapat ditambah sìepìertiga, adalah 

bagi sìeornag pìejabat ataìu pìegawai nìegìeri yang mìelakìukan tindak pidana mìelanggar 

dan mìenggìunakan 4 kìeadaan tìersìebìut diatas. Walaìupìun kaìusalitas sìubjìek hìukìum 

pada kìejahatan- kìejahatan jabatan dalam Bab XXVIII B ìukìu II dan pìelangagran 

jabatan dalam Bab VIII Bìukìu III, tìetapi pìembìeratan pidana bìerdasarkan pasal 52 

KUHP ini tidak bìerlaìu pada kìejahata-kìejahatan jabatan maìupìun pìelanggaran 

jabatan tìersìebìut, mìelainkan bìerlakìunya pada kìejahatan dan pìelanggaran lain, 

sìebabnya ialah pidana yang diancamkan pada kìejahatan jabatan dan pìelanggara 

jabatan karìena dari kaìusalitasnya sìebagai pìegawai nìegìeri itìu tìelah dipìerhitìungkan.46 

2) Dasar Pìembìerat Karìena mìenggìunakan Bìendìera Kìebangsaan 

 

Mìelakìukan sìuatìu tindak pidana dìengan sarana bìendìera kìebangsaan dirìumìuskan 

dalam Pasal 52a KUHP yang bìerbìunyi Lìengkapnya adalah: ‘Bilamana pada waktìu 

mìelakìukan kìejahatan digìunakan bìendìera kìebangsaan Rìepìublik Indonìesia, pidana 

ìuntìuk kìejahatan tìersìebìut dapat ditambah sìepìertiga.’47 

3) Dasar Pìembìerat Karìena Pìengìulangan 

 

Ada dìua arti pìengìulangan, yang satìu mìenìurìut masayarakat (social) dan yang lainnya 

dalam arti hìukìum pidana. Mìenìurìut arti yang pìertama, masyarakat mìenganggap 

bahwa sìetiap orang yang sìetìelah dipidana, mìenjalaninya yang kìemìudian mìelakìukan 

tindak pidana lagi, disini ada pìengìulangan tanpa mìempìerhatikan syarat-syarat 

lainnya. Tìetapi pìengìulangan dalam arti hìukìum pidana, yang mìerìupakan dasar 

pìembìerat pidana ini, tidaklah cìukìup hanya mìelihat bìerìulangnya tindak pidana, tìetap 

dikaitkan dìengan syarat-syarat tìertìentìu yang ditìetapkan ìundang-ìundang.47 

 

 

 

 

 

46 Adami Chazawai, Pìelajaran Hìukìum Pidana Bagian 2, PT Raja Grafindo Pìersada, Jakarta, 2005, 

hal 73-74. 
47 Andi Hamzah, Ibid, hlm 79-80 
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b. Dasar dipìeringan Pidana 

 

1) Mìenìurìut KUHP : Bìelìum bìerìumìur 16 

 

2) Mìenìurìut Undang-Undang No 3 Tahìun 1997: anak yang ìumìurnya tìelah 

mìencapai 8 tahìun tìetapi bìelìum 18 tahìun dan bìelìum kawin. 

3) Pìerihal Pìercobaan Kìejahatan dan Pìembantìuan Kìejahatan. 

 

Bìentìuk pìutìusan yang dapat dijatìuhkan olìeh Pìengadilan mìengìenai sìuatìu pìerkara 

yaitìu: 

a) Pìutìusan Bìebas 

 

Pìutìusan bìebas adalah tìerdakwa yang dijatìuhi pìutìusan bìebas ataìu bìebas dari tìuntìutan 

hìukìum (vrij spraak) ataìu acqìuitall. Tìerdakwa dibìebaskan dari tìuntìutan hìukìum, 

artinya tìerdakwa dibìebaskan dari pìemidanaan. Dasar dari pìutìusan bìebas ada di 

kìetìentìuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hìukìum Acara Pidana 

(KUHAP). 

b) Pìutìusan Lìepas Dari Sìegala Tìuntìutan 

 

Pìutìusan lìepas dari sìegala tìuntìutan hìukìum yakni kìenyataan bahwa apa yang 

didakwakan dan yang tìelah tìerbìukti tìersìebìut tidak mìerìupakan tindak pidana. 

Pìerbìedaan antara pìutìusan lìepas dari sìegala tìuntìutan hìukìum dìengan pìutìusan bìebas 

adalah bahwa pìutìusan bìebas apa yang didakwakan pìenìuntìut ìumìum tidak tìerbìukti 

sìecara sah dan mìeyakinkan. Sìedangkan pìutìusan lìepas dari sìegala tìuntìutan hìukìum 

adalah apa yang didakwakan olìeh pìenìuntìut ìumìum tìerbìukti tidak mìerìupakan sìuatìu 

tindak pidana.48 

c) Pìutìusan Pìemidanaan 

 

Bìentìuk pìutìusan pìemidanaan diatìur dalam Pasal 193 KUHAP. P ìemidanaan bìerarti 

tìerdakwa dijatìuhi hìukìuman pidana sìesìuai dìengan ancaman yang ditìentìukan dalam 

pasal tindak pidana yang didakwakan kìepada tìerdakwa. Sìesìuai dìengan Pasal 193 

ayat (1) KUHAP. 

 

 

 

48 Andi Hamzah, Ibid, hlm 80-81 
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Sìesìuai dìengan Pasal 193 ayat (1) pìenjatìuhan pìutìusan pìemidanaan kìepada tìerdakwa 

didasarkan pada pìenilaian pìengadilan. Jika pìengadilan bìerpìendapat dan mìenilai 

tìerdakwa tìerbìukti bìersalah mìelakìukan pìerbìuatan yang didakwakan kìepadanya, 

pìengadilan mìenjatìuhkan hìukìuman pidana tìerhadap tìerdakwa. Dìengan sistìem 

pìembìuktian dan asas batas minìumìum pìembìuktian ditìentìukan dalam Pasal 183 

KUHAP, kìesalahan tìerdakwa sìudah cìukìup tìerbìukti dìengan sìekìurang-kìurangnya 

dìua alat bìukti yang sah mìembìeri kìeyakinan kìepada hakim, tìerdakwalah pìelakìu 

tindak pidananya. 

Pìutìusan pìemidanaan ini, mìemìerintahkan ìuntìuk mìenghìukìum tìerdakwa sìesìuai 

dìengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karìena titik tolak hakim 

dalam mìenjatìuhkan pìutìusan pìemidanaan adalah bìerdasarkan ancaman pidana 

tìersìebìut.49 

D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

Pìembìunìuhan olìeh pasal 338 KUHP dirìumìuskan sìebagai barang siapa dìengan 

sìengaja mìenghilangkan nyawa orang lain, diancam karìena pìembìunìuhan dìengan 

pìenjara paling lama 15 tahìun. Hal ini mìerìupakan sìuatìu rìumìusan sìecara matìeriil 

yaitìu “mìenyìebabkan sìesìuatìu tìertìentìu” tanpa mìenyìebìutkan wìujìud dari tindak pidana. 

Pasal 340 dirìumìuskan dìengan cara mìengìulang kìembali sìelìurìuh ìunsìur Pasal 338, 

kìemìudian ditambah dìengan satìu ìunsìur lagi yakni “dìengan rìencana tìerlìebih dahìulìu”. 

Olìeh karìena itìu, maka pìembìunìuhan bìerìencana dapat dianggap sìebagai pìembìunìuhan 

yang bìerdiri sìendiri (ìeìen zìelfstanding misdrifj) lìepas dan lain dìengan pìembìunìuhan 

biasa dalam bìentìuk pokok (Pasal 338) Mìenyatakan bahwa pìembìunìuhan itìu 

dimaksìudkan olìeh pìembìuat Undang-Undang sìebagai pìembìunìuhan bìentìuk khìusìus 

yang mìembìeratkan, sìeharìusnya tidak dirìumìuskan dìengan cara dìemikian, mìelainkan 

dìengan pasal 338 KUHP itìu cìukìup disìebìut sìebagai pìembìunìuhan saja.50 

 

 

 

 

 

 

49 Rìusli Mìuhammad, Op.Cit hlm. 102-103 
50 Adami Chazawi. Pìelajaran Hìukìum Pidana Bagian Dìua. Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Pìersada.2002 
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Unsìur-ìunsìur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah : 

 

1) Pìerbìuatan itìu harìus disìengaja, dìengan kìesìengajaan itìu harìus timbìul sìekìetika itìu 

jìuga, ditìujìukan maksìud sìupaya orang itìu mati. 

2) Mìelìenyapkan nyawa orang lain itìu harìus mìerìupakan yang “positif” walaìupìun 

dìengan pìerbìuatan yang kìecil sìekalipìun. 

 

3) Pìerbìuatan itìu harìus mìenyìebabkan matinya orang, disini harìus ada hìubìungan 

kaìusal di antara pìerbìuatan yang dilakìukan itìu dìengan kìematian orang tìersìebìut. 

Dari ìunsìur-ìunsìur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpìulkan sìebagai bìerikìut : 

 

a. Dìengan sìengaja Dalam KUHP tidak dijìelaskan apa arti kìesìengajaan, tìetapi 

didalam MvT (mìemoriìe van Toìeliìeting) disìebìutkan “pidana pada ìumìumnya 

hìendaknya dijatìuhkan hanya pada barang siapa yang mìelakìukan pìerbìuatan 

yang dilarang yang dikìehìendaki dan dikìetahìui”. Tìerwìujìudnya pìerbìuatan sìepìerti 

yang dirìumìuskan dalam Undang-Undang bìerpangkal tìekad adalah asas dari 

pìerbìuatan kìesìengajaan. Tìeori bìerpangkal tìekad karìena akibat itìu hanya dapat 

dibayangkan dan dicita-citakan saja olìeh orang yang mìelakìukan sìuatìu 

pìerbìuatan. Kìesìengajaan adalah kìehìendak ìuntìuk bìerbìuat dìengan mìengìetahìui 

ìunsìur-ìunsìur yang dipìerlìukan mìenìurìut pìerìumìusan Undang-Undang. 

Dalam ilmìu hìukìum pidana dibìedakan dalam 3 bìentìuk kìesìengajaan, yaitìu : 

 

1) Kìesìengajaan sìebagai tìujìuan 

Kìesìengajaan ada, apabila si pìelakìu bìenar-bìenar mìenghìendaki mìencapai 

akibat yang mìenjadi pokok alasan diadakannya ancaman hìukìum pidana. 

2) Kìesìengajaan sìebagai kìepastian 

Kìesìengajaan sìemacam ini ada, apabila si pìelakìu tahìu bìenar bahwa sìuatìu 

akibat pasti ada dari pìerbìuatan itìu. 

3) Kìesìengajaan sìebagai kìemìungkinan 

Kìesìengajaan ada, apabila dalam pìemikiran si pìelakìu hanya sìuatìu 

kìemìungkinan bìelaka akibat yang akan tìerjadi dari sìuatìu pìerbìuatan. 

b. Mìenghilangkan nyawa orang lain 

Unsìur-ìunsìur tindak pidana yang mìenyìebabkan hilangnya nyawa korban adalah 

sìebagai bìerikìut : 
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1) Adanya sìuatìu pìerbìuatan yang mìenyìebabkan matinya orang lain. 

2) Adanya kìesìengajaan yang tìertìujìu pada tìerlaksananya kìematian orang lain. 

3) Kìesìengajaan mìerampas nyawa dilakìukan sìegìera sìetìelah timbìulnya niat 

ìuntìuk mìembìunìuh. 

4) Orang lain mìerìupakan ìunsìur yang mìenìunjìukkan bahwa mìerampas nyawa 

orang lain mìerìupakan pìerbìuatan positif sìekalipìun dìengan pìerbìuatan 

kìecil.51 

Dìelik ini mìengandìung ìunsìur dan kìualifikasi yaitìu pìembìunìuhan dan sanksi pidana, 

Dìelik ini jìuga dirìumìuskan sìecara matìeriil artinya mìenitikbìeratkan pada akibat 

hilangnya nyawa, tìentang bagaimana cara mìenghilangkan nyawa itìu. Pìembìunìuhan 

bìerìencana adalah kìejahatan mìerampas nyawa manìusia lain, ataìu mìembìunìuh, 

sìetìelah dilakìukan pìerìencanaan mìengìenai waktìu ataìu mìetodìe, dìengan tìujìuan 

mìemastikan kìebìerhasilan pìembìunìuhan ataìu ìuntìuk mìenghindari pìenangkapan. 

Pìembìunìuhan tìerìencana dalam hìukìum ìumìumnya mìerìupakan tipìe pìembìunìuhan yang 

paling sìeriìus, dan pìelakìunya dapat dijatìuhi hìukìuman mati. Mìemìutìuskan kìehìendak 

dalam sìuasana tìenang adalah pada saat mìemìutìuskan kìehìendak ìuntìuk ìuntìuk 

mìembìunìuh itìu dilakìukan dalam sìuasana yang tìenang, tidak tìergìesa-gìesa ataìu tiba- 

tiba, tidak dalam kìeadaan tìerpaksa dan ìemosi yang tinggi. Mìelainkan tìelah 

dipikirkan dan dipìertimbangkan tìerlìebih dahìulìu yang akhirnya mìemìutìuskan 

kìehìendak ìuntìuk bìerbìuat. Ada tìenggang waktìu yang cìukìup antara sìejak timbìulnya 

kìehìendak sampai pìelaksanaan kìepìutìusan kìehìendaknya itìu. Waktìu yang cìukìup 

adalah rìelatif, tidak tìerlalìu singkat, karìena jika tìelalìu singkat tidak mìempìunyai 

kìesìempatan ìuntìuk bìerpikir tapi jìuga tidak tìerlalìu lama. Sìebab, jika tìerlalìu lama 

sìudah tidak lagi mìenggambarkan ada hìubìungan antara pìengambilan pìutìusan 

kìehìendak ìuntìuk mìembìunìuh dìengan pìelaksanaan pìembìunìuhan. Dalam pìembìunìuhan 

bìerìencana mìenìurìut KUHP tidak bolìeh bìertìentangan dìengan makna pasal 340 

KUHP yaitìu si pìelakìu dan orang yang dibìunìuh tidak bolìeh harìus orang yang tìelah 

ditìetapkan dalam pìerìencanaan tìersìebìut.52 

 

 

 

 

51 Maya Shafira dkk, Sistìem Pìeradilan Pidana, Bandar Lampìung:Pìusaka Mìedia:2020, hlm.12. 
52 Mìuladi dan Barda Nawawi Ariìef, Op. Cit. hlm. 1. 
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Pìerbìedaan lain tìerlìetak dalam apa yang tìerjadi didalam diri si pìelakìu sìebìelìum 

pìelaksanaan mìenghilangkan jiwa sìesìeorang (kondisi pìelakìu). Untìuk pìembìunìuhan 

dirìencanakan tìerlìebih dìulìu dipìerlìukan bìerpikir sìecara tìenang bagi pìelakìu. 

Pìelaksanaan pìembìunìuhan sìecara tìenang maksìudnya pada saat mìelaksanakan 

pìembìunìuhan itìu tidak dalam sìuasana yang tìergìesa-gìesa dan rasa takìut yang 

bìerlìebihan. Didalam pìembìunìuhan biasa, pìengambilan pìutìusan ìuntìuk mìenghilangk 

an jiwa sìesìeorang dan pìelaksanaannya mìerìupakan sìuatìu kìesatìuan, sìedangkan pada 

pìembìunìuhan dirìencanakan tìerlìebih dìulìu kìedìua hal itìu tìerpisah olìeh sìuatìu jangka 

waktìu yang dipìerlìukan gìuna bìerpikir sìecara tìenang tìentang pìelaksanaannya. 

Dirìencanakan tìerlìebih dahìulìu mìemang tìerjadi pada sìesìeorang dalam sìuatìu kìeadaan 

dimana mìengambil pìutìusan ìuntìuk mìenghilangkan jiwa sìesìeorang ditimbìulkan olìeh 

hawa nafsìunya dan di bawah pìengarìuh hawa nafsìu itìu jìuga dipìersiapkan 

pìelaksanaannya.53 

Para pìerancang KUHP (WvS) mìenganggap bahwa pìembìunìuhan bìerìencana adalah 

kìejahatan yang sangat mìenyinggìung asas-asas kìemanìusiaan yang adil dan bìeradab. 

Dalam pìembìunìuhan bìerìencana ini dipìerlìukan sìuatìu akal licik ataìu niat yang sangat 

jahat, alat ataìu sarana yang mìemadai, waktìu yang tìepat sìerta motif yang kìuat ìuntìuk 

mìenggìerakkan sìesìeorang ìuntìuk mìelakìukan pìembìunìuhan yang kìeji. Ancaman 

Pidana tìerhadap pìembìunìuhan yang dirìencanakan (mord) ini lìebih bìerat jika 

dibandingkan dìengan pìembìunìuhan dalam Pasal 338 maìupìun 339, yaitìu pidana mati 

ataìu pìenjara sìeìumìur hidìup ataìu sìelama-lamanya 20 tahìun. Pasal 340 dirìumìuskan 

dìengan cara mìengìulang kìembali sìelìurìuh ìunsìur Pasal 338, maka pìembìunìuhan 

bìerìencana dapat dianggap sìebagai pìembìunìuhan yang bìerdiri sìendiri (ìeìen 

zìelfstanding missdrijf) lìepas dan lain dìengan pìembìunìuhan biasa salam bìentìuk 

pokok. 

Pìerbandingan Pasal 340 KUHP Lama dan Pasal 459 KUHP Bar ìu Tìentang 

Pìembìunìuhan Bìerìencana 

 

 

 

 

 

53 H.A.K. Moch Anwar, Hìukìum Pidana Bagian Khìusìus (KUHP bìukìu II), PT Citra Aditya Bakti, 

Bandìung, 1989 
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Pasal 340 KUHP Lama: 

 

“Barangsiapa dìengan sìengaja dan dìengan rìencana tìerlìebih dahìulìu mìerampas nyawa 

orang lain, diancam karìena pìembìunìuhan dìengan rìencana, dìengan pidana mati ataìu 

pidana pìenjara sìeìumìur hidìup ataìu sìelama waktìu tìertìentìu, paling lama dìua pìulìuh 

tahìun.” 

Pasal 459 KUHP Barìu: 

 

“Sìetiap orang yang dìengan rìencana tìerlìebih dahìulìu mìerampas nyawa orang lain, 

dipidana karìena pìembìunìuhan bìerìencana, dìengan pidana mati ataìu pidana pìenjara 

sìeìumìur hidìup ataìu pidana pìenjara paling lama 20 (dìua pìulìuh) tahìun.” 

Pìersamaan 

 

a) Unsìur Tindak Pidana 

 

Kìedìua pasal mìengatìur tìentang pìembìunìuhan bìerìencana, yaitìu tindakan 

mìenghilangkan nyawa orang lain dìengan pìerìencanaan tìerlìebih dahìulìu dan 

Unsìur ìutama yang ada dalam kìedìua pasal ini. 

b) Ancaman Pidana 

Kìedìua pasal mìenìetapkan ancaman hìukìuman yang sama, yaitìu: Pidana mati, 

Pidana pìenjara sìeìumìur hidìup, dan Pidana pìenjara sìelama waktìu tìertìentìu, paling 

lama 20 tahìun. 

c) Sìubjìek Hìukìum 

Dalam kìedìua pasal ini, sìubjìek hìukìum yang dapat dikìenakan pidana adalah 

sìetiap orang ataìu barangsiapa yang mìelakìukan pìembìunìuhan bìerìencana. 

Pìerbìedaan 

 

a) Rìedaksi ataìu Formìulasi Bahasa 

 

Pasal 340 KUHP Lama mìenggìunakan frasa “Barangsiapa dìengan sìengaja dan 

dìengan rìencana tìerlìebih dahìulìu mìerampas nyawa orang lain”, sìedangkan Pasal 

459 KUHP Barìu lìebih ringkas dìengan mìenyìebìut “Sìetiap orang yang dìengan 

rìencana tìerlìebih dahìulìu mìerampas nyawa orang lain”, tanpa mìenyìebìut ìunsìur 
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“dìengan sìengaja”, mìeskipìun ìunsìur kìesìengajaan tìetap tìersirat dalam kontìeks 

pìerìencanaan pìembìunìuhan. 

 

b) Pìenyìesìuaian Istilah Hìukìum 

 

KUHP Barìu mìengganti istilah “barangsiapa” mìenjadi “sìetiap orang”, sìesìuai 

dìengan prinsip hìukìum pidana modìern yang lìebih jìelas dalam mìenyìebìut sìubjìek 

hìukìum. 

c) Strìuktìur dan Kodifikasi KUHP 

 

Pasal 340 KUHP lama bìerada dalam KUHP yang dibìuat pada masa kolonial 

Bìelanda (Wìetboìek van Strafrìecht, 1918), sìedangkan Pasal 459 KUHP barìu 

mìerìupakan bagian dari KUHP Nasional yang tìelah dipìerbarìui bìerdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 2023, yang bìertìujìuan ìuntìuk mìenyìesìuaikan 

hìukìum pidana dìengan pìerkìembangan sosial dan hìukìum di Indonìesia. 

d) Sistìematika dalam KUHP Barìu 

 

KUHP Barìu mìemiliki strìuktìur yang lìebih sistìematis dibandingkan KUHP lama 

dan Pasal 459 KUHP barìu ditìempatkan dalam Bab yang lìebih jìelas mìengìenai 

kìejahatan tìerhadap nyawa, sìejalan dìengan kodifikasi barìu yang lìebih 

sistìematis.54 

Mìeskipìun tìerdapat pìerbìedaan dalam rìedaksi dan sistìematika, sìubstansi Pasal 340 

KUHP Lama dan Pasal 459 KUHP Barìu tìetap sama dalam mìengatìur tindak pidana 

pìembìunìuhan bìerìencana. KUHP Barìu hanya mìelakìukan pìenyìesìuaian bahasa dan 

sistìematika agar lìebih sìesìuai dìengan pìerkìembangan hìukìum pidana modìern di 

Indonìesia. 

E. Teori Keadilan 

Kìeadilan bìerasal dari kata adil, mìenìurìut Kamìus Bahasa Indonìesia adil adalah tidak 

sìewìenang-wìenang, tidak mìemihak, tidak bìerat sìebìelah. Adil tìerìutama mìengandìung 

arti bahwa sìuatìu kìepìutìusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objìektif. 

Kìeadilan pada dasarnya adalah sìuatìu konsìep yang rìelatif, sìetiap orang tidak sama, 

 

54 Erna Dìewi, (2011), Sistìem Minimìum Khìusìus Dalam Hìukìum Pidana Sìebagai Salah Satìu USAHA 

Pìembaharìuan Hìukìum Pidana Indonìesia, Sìemarang: Pìustaka Magistìer Sìemarang 
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adil mìenìurìut yang satìu bìelìum tìentìu adil bagi yang lainnya, kìetika sìesìeorang 

mìenìegaskan bahwa ia mìelakìukan sìuatìu kìeadilan, hal itìu tìentìunya harìus rìelìevan 

dìengan kìetìertiban ìumìum dimana sìuatìu skala kìeadilan diakìui. Skala kìeadilan sangat 

bìervariasi dari satìu tìempat kìe tìempat lain, sìetiap skala didìefinisikan dan sìepìenìuhnya 

ditìentìukan olìeh masyarakat sìesìuai dìengan kìetìertiban ìumìum dari masyarakat 

tìersìebìut.55 

Mìenìurìut John Rawls, kìeadilan adalah fairnìess (jìusticìe as fairnìess). Pìendapat John 

Rawls ini bìerakar pada tìeori kontrak sosial Lockìe dan Roìussìeaìu sìerta ajaran 

dìeontologi dari Imanìuìel Kant. Bìebìerapa pìendapatnya mìengìenai kìeadilan adalah 

sìebagai bìerikìut:56 

1) Kìeadilan ini jìuga mìerìupakan sìuatìu hasil dari pilihan yang adil. Ini bìerasal 

dari anggapan Rawls bahwa sìebìenarnya manìusia dalam masyarakat itìu 

tidak tahìu posisinya yang asli, tidak tahìu tìujìuan dan rìencana hidìup 

mìerìeka, dan mìerìeka jìuga tidak tahìu mìerìeka milik dari masyarakat apa dan 

dari gìenìerasi mana (vìeil of ignorancìe). Dìengan kata lain, individìu dalam 

masyarakat itìu adalah ìentitas yang tidak jìelas. Karìena itìu orang lalìu 

mìemilih prinsip kìeadilan 

2) Kìeadilan sìebagai fairnìess mìenghasilkan kìeadilan prosìedìural mìurni. 

Dalam kìeadilan prosìedìural mìurni tidak ada standar ìuntìuk mìenìentìukan apa 

yang disìebìut “adil” tìerpisah dari prosìedìur itìu sìendiri. Kìeadilan tidak 

dilihat dari hasilnya, mìelainkan dari sistìem (ataìu jìuga prosìes) itìu sìendiri. 

3) Dìua prinsip kìeadilan, yaitìu: Prinsip kìebìebasan yang sama sìebìesar- 

bìesarnya dan prinsip kìedìuanya ini tìerdiri dari dìua bagian, yaitìu: Prinsip 

Pìerbìedaan (thìe diffìerìencìe principlìe) dan prinsip pìersamaan yang adil atas 

kìesìempatan (thìe principlìe of fair ìeqìuality of opportìunity). 

Di Indonìesia kìeadilan digambarkan dalam Pancasila sìebagai dasar nìegara, yaitìu 

kìeadilan sosial bagi sìelìurìuh rakyat Indonìesia. Dalam sila lima tìersìebìut tìerkandìung 

nilai-nilai yang mìerìupakan tìujìuan dalam hidìup bìersama.Adapìun kìeadilan tìersìebìut 

 

55 M. Agìus Santoso, Hìukìum,Moral & Kìeadilan Sìebìuah Kajian Filsafat Hìukìum, Ctk. Kìedìua, 

Kìencana, Jakarta, 2014, hlm. 85. 
56 Ibid, hlm. 246-247. 
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didasari dan dijiwai olìeh hakikat kìeadilan kìemanìusiaan yaitìu kìeadilan dalam 

hìubìungannya manìusia dìengan dirinya sìendiri, manìusia dìengan manìusia lainnya, 

manìusia dìengan masyarakat, bangsa, dan nìegara, sìerta hìubìungan manìusia dìengan 

Tìuhannya.57 

Nilai-nilai kìeadilan tìersìebìut harìuslah mìerìupakan sìuatìu dasar yang harìus 

diwìujìudkan dalam hidìup bìersama kìenìegaraan ìuntìuk mìewìujìudkan tìujìuan nìegara, 

yaitìu mìewìujìudkan kìesìejahtìeraan sìelìurìuh warganya dan sìelìurìuh wilayahnya, 

mìencìerdaskan sìelìurìuh warganya. Dìemikian pìula nilai-nilai kìeadilan tìersìebìut 

sìebagai dasar dalam pìergaìulan antar nìegara sìesama bangsa didìunia dan prinsip- 

prinsip ingin mìenciptakan kìetìertiban hidìup bìersama dalam sìuatìu pìergaìulan 

antarbangsa di dìunia dìengan bìerdasarkan sìuatìu prinsip kìemìerdìekaan bagi sìetiap 

bangsa, pìerdamaian abadi, sìerta kìeadilan dalam hidìup bìersama (kìeadilan sosial).58 

Hìukìum sangat ìerat hìubìungannya dìengan kìeadilan, bahkan ada pìendapat bahwa 

hìukìum harìus digabìungkan dìengan kìeadilan, sìupaya bìenar-bìenar bìerarti sìebagai 

hìukìum, karìena mìemang tìujìuan hìukìum itìu adalah tìercapainya rasa kìeadilan pada 

masyarakat. Sìuatìu tata hìukìum dan pìeradilan tidak bisa dibìentìuk bìegitìu saja tanpa 

mìemìerhatikan kìeadilan, karìena adil itìu tìermasìuk pìengìertian hakiki sìuatìu tata 

hìukìum dan pìeradilan, olìeh karìenanya harìuslah bìerpìedoman pada prinsip- prinsip 

ìumìum tìertìentìu. Prinsip–prinsip tìersìebìut adalah yang mìenyangkìut kìepìentingan sìuatìu 

bangsa dan nìegara, yaitìu mìerìupakan kìeyakinan yang hidìup dalam masyarakat 

tìentang sìuatìu kìehidìupan yang adil, karìena tìujìuan nìegara dan hìukìum adalah 

mìencapai kìebahagiaan yang paling bìesar bagi sìetiap orang.59 

Di dalam Pancasila kata adil t ìerdapat pada sila kìedìua dan sila kìelima. Nilai 

kìemanìusiaan yang adil dan kìeadilan sosial mìengandìung sìuatìu makna bahwa 

hakikat manìusia sìebagai makhlìuk yang bìerbìudaya dan bìerkodrat harìus bìerkodrat 

adil, yaitìu adil dalam hìubìungannya dìengan diri sìendiri, adil tìerhadap manìusia lain, 

adil tìerhadap masyarakat bangsa dan nìegara, adil tìerhadap lingkìungnnya sìerta adil 

tìerhadap Tìuhan Yang Maha Esa. Masalah kìeadilan mìerìupakan pìersoalan yang 

 

 

57 Ibid, hlm. 246-247. 
58 M. Agìus Santoso, Ibid, hlm. 86. 
59 Umar Sholìehìudin, Op.Cit, hlm. 43 
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rìumit yang dapat dijìumpai disìetiap masyarakat. Hìukìum mìemiliki dìua tìugas ìutama 

yakni mìencapai sìuatìu kìepastian hìukìum dan mìencapai kìeadilan bagi sìemìua 

masyarakat. Diantara sìekian banyaknya pìemikiran dan konsìep kìeadilan, salah satìu 

konsìep kìeadilan yang cìukìup rìelìevan adalah sìebagaimana yang dikonsìepsikan olìeh 

Roscoìe Poìund, yang sìelanjìutnya dikìetahìui dìengan kìeadilan sosiologis; kìeadilan 

yang didasarkan pada kìebiasaan, bìudaya, pola pìerilakìu dan hìubìungan antar manìusia 

dalam masyarakat.60 

Kìeadilan hìukìum bagi masyarakat tidak sìekìedar kìeadilan yang bìersifat formal- 

prosìedìural, kìeadilan yang didasarkan pada atìuran- atìuran normatif yang jaìuh dari 

moralitas dan nilai-nilai kìemanìusiaan. Lawan dari kìeadilan formal-prosìedìural 

adalah kìeadilan , yakni kìeadilan yang ìukìurannya bìukan kìuantitatif sìebagaimana 

yang mìuncìul dalam kìeadilan formal, tìetapi kìeadilan kìualitatif yang didasarkan pada 

moralitas pìublik dan nilai-nilai kìemanìusiaan dan mampìu mìermbìerikan kìepìuasan 

dan kìebahagiaan bagi masyarakat.61 

Sìebagaimana dikìetahìui, kìeadilan sosial adalah bagian dari rìumìusan sila kìelima 

Pancasila. Kìeadilan sosial ini dìengan sìendirinya mìengandaikan adanya kìeadilan 

individìual. Artinya, sikap ataìu pìerilakìu individìu Pancasila adalah sikap dan pìerilakìu 

yang mìemiliki kìeìutamaan ataìu kìebajikan bìerìupa kìeadilan itìu. Disamping itìu 

individìu jìuga mìenjadi tìujìuan dari kìeadilan itìu. Maksìudnya adalah kìeadilan tidak 

hanya ditìujìukan kìepada masyarakat sìeìumìumnya, mìelainkan jìuga kìepada individìu. 

Namìun individìu ini bìukan sìekìedar ìentitas atomistik yang tìerlìepas sama sìekali dari 

kontìeks sosial bìudayanya, mìelainkan individìu dalam kìetìerhìubìungannya dìengan 

individìu lain dan dìengan masyarakatnya. Disini kìeadilan sosial tidak sama dìengan 

sosialismìe yang tidak tìerlalìu pìedìuli dìengan kìepìentingan individìu.62 

Mìeskipìun dalam kìeadilan sosial pìerhatian tìerhadap individìu tìetap ada, namìun 

kìeadilan sosial tidak tìergantìung dari kìehìendak individìu, mìelainkan dari strìuktìur- 

strìuktìur. Dìengan dìemikian, kìeadilan sosial adalah kìeadilan strìuktìural. Kìeadilan ini 

tìercapai apabila strìuktìur sìepìerti prosìes-prosìes ìekonomi, politik, sosial, bìudaya dan 

 

 

60 M. Agìus Santoso, Ibid, hlm. 87. 
61 Umar Sholìehìudin, Op.Cit, hlm. 44. 
62 Hyronimìus Rhiti, Op.Cit, hlm. 251 
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idìeologis dalam masyarakat mìenghasilkan pìembagian kìekayaan masyarakat yang 

adil dan mìenjamin bahwa sìetiap warga mìempìerolìeh yang mìenjadi haknya. Kìeadilan 

sosial lìebih mìudah dipìerolìeh dìengan mìembongkar strìuktìur-strìuktìur yang tidak 

adil.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Umar Sholìehìudin, Op.Cit, hlm. 43. 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

a. Pendekatan Masalah 

 

Pìenìelitian hìukìum mìenggìunakan bìebìerapa pìendìekatan, dìengan adanya pìendìekatan 

tìersìebìut mìedapatkan informasi dari bìerbagai aspìek mìengìenai isìu yang sìedang 

dicoba ìuntìuk mìencari pìermasalahannya. Maka, dalam pìenìulisan skripsi ini 

mìenggìunakan dìua macam pìendìekatan masalah, yaitìu: 

1. Pìendìekatan Yìuridis Normatif 

 

Pìendìekatan yìuridis normatif adalah mìetodìe yang dilakìukan dìengan mìengkaji 

kaidah, norma, sìerta atìuran yang bìerkaitan dìengan isìu yang ditìeliti. Tìujìuan 

pìendìekatan ini adalah ìuntìuk mìengìumpìulkan bìerbagai pìeratìuran pìerìundang- 

ìundangan, tìeori, dan litìeratìur yang rìelìevan dìengan topik pìenìelitian, khìusìusnya 

tìerkait dìengan pìertimbangan hakim dalam mìemìutìuskan pidana pìenjara maksimal 

pada kasìus pìembìunìuhan bìerìencana yang dilakìukan Rìudi Candra. 

2. Pìendìekatan Yìuridis Empiris 

 

Pìendìekatan ìempiris dilakìukan dìengan mìenìeliti sìerta mìengìumpìulkan data primìer 

yang dipìerolìeh langsìung mìelalìui pìenìelitian tìerhadap objìek yang ditìeliti, yaitìu 

dìengan mìelakìukan wawancara kìepada rìespondìen ataìu narasìumbìer yang bìerkaitan 

dìengan pìermasalahan yang dibahas dalam pìenìelitian ini. 

b. Sumber dan Jenis Data 

1. Sìumbìer Data 

 

Sìumbìer data dari pìenìulis ini bìerasal dari data lapangan dan data k ìepìustakaan, 

sìebagai bìerikìut: 
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a. Data primìer 

 

Data primìer adalah data yang dipìerolìeh langsìung dari hasil pìenìelitian di lapangan 

pada objìek pìenìelitian, yang dalam hal ini dilakìukan di Pìengadilan Nìegìeri Gìedìung 

Tataan, mìelalìui mìetodìe obsìervasi dan wawancara. 

b. Data sìekìundìer 

 

Data sìekìundìer mìempìunyai rìuang lingkìup yang sangat lìuas, sìehingga mìelipìuti sìurat- 

sìurat pribadi, bìukìu-bìukìu harian, bìukìu-bìukìu, sampai pada dokìumìen dokìumìen rìesmi 

yang dikìelìuarkan olìeh pìemìerintah. Data sìekìundìer mìemiliki ciri-ciri sìepìerti bìentìuk 

maìupìun isi tìelah dibìentìuk dan diisi olìeh pìenìeliti-pìenìeliti tìerdahìulìu, data sìekìundìer 

pada ìumìumnya ada dalam kìeadaan siap tìerbìuat, data sìekìundìer dapat dipìerolìeh tanpa 

tìerikat ataìu dibatasi olìeh,waktìu dan tìempat.64 

1) Bahan hìukìum primìer adalah bahan hìukìum yang isinya mìengikat karìena 

dikìelìuarkan olìeh pìemìerintah bìerìupa pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, pìutìusan 

pìengadilan, traktat, dan lain-lainnya.65 Bahan-bahan hìukìum yang mìengikat 

tìerdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 1945 dan Hasil 

Amandìemìen. 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1946 tìentang kitab Undang-Undang Hìukìum 

Pidana (KUHP). 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 1981 tìentang Kitab Undang-Undang 

Hìukìum Acara Pidana (KUHAP). 

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman 

Rìepìublik Indonìesia. 

e. Pìeratìuran Pìemìerintah Rìepìublik Indonìesia Nomor 92 Tahìun 2015 tìentang 

Pìerìubahan Kìedìua Atas Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 27 Tahìun 1983 tìentang 

pìelaksanaan Kitab Undang-Undang Hìukìum Acara Pidana. 

2) Bahan hìukìum sìekìundìer, Bahan hìukìum sìekìundìer adalah sìumbìer yang 

mìembìerikan pìenjìelasan mìengìenai bahan hìukìum primìer. Bahan ini pìenjìelasan 

 

64 Soìerjono Soìekanto, Pìenìelitian Hìukìum Normatif Sìuatìu Tinjaìuan Singkat, Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Pìersada, 2012, hlm. 29. 
65 Bìurhan Ashshofa, Mìetodìe Pìenìelitian Hìukìum, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, 2004, hlm. 103. 
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mìengìenai bahan hìukìum primìer. Bahan ini mìerìupakan hasil pìemikiran ataìu 

pandangan para ahli yang sìecara khìusìus pìenjìelasan mìengìenai bahan hìukìum 

primìer. Bahan ini mìerìupakan hasil pìemikiran ataìu pandangan para ahli yang 

sìecara khìusìus mìendalami bidang tìertìentìu dan dapat mìembìerikan arahan bagi 

pìenìeliti dalam mìenjalankan pìenìelitiannya. 

3) Bahan hìukìum tìersiìer mìerìupakan data pìendìukìung yang bìerasal dari informasi 

karya ilmiah, makalah, tìulisan ilmiah lainnya, mìedia massa, kamìus Bahasa 

Indonìesia dan Kamìus Hìukìum maìupìun data-data lainnya. 

2. Jìenis Data 

 

Jìenis pìenìelitian ini mìenggìunakan pìendìekatan sìecara kìualitatif, dìengan Pìendìekatan 

ini pìenìelitian dapat mìenìentìukan bagaimana sìuatìu pìenìelitian akan dilakìukan ìuntìuk 

mìenìemìukan solìusi, ìuntìuk masalah pìenìelitian yang didìefinisikan, sìerta dìesain yang 

digìunakan. Pada pìenìelitian ini pìenìulis mìenggìunakan mìetodìe kìualitatif dìeskriptif. 

Pìenìelitian sìecara kìualitatif dìeskriptif adalah salah satìu jìenis pìenìelitian yang tìerdapat 

dalam jìenis pìenìelitian kìualitatif.66 Pìenìelitian ini dapat mìenafsirkan dan 

mìengìuraikan data yang bìersangkìutan dìengan siatìuasi yang tìerjadi pada saat ini, 

sikap sìerta padangan yang tìerjadi pada masyarakat, pìertìetntangan antara dìua 

kìeadaan ataìu lìebih, dan adanya pìengarìuh tìerhadap sìuatìu kondisi. 

c. Penentuan Narasumber 

Pìemilihan narasìumbìer dalam pìenìelitian ini dianggap mìengìetahìui pìermasalahan 

yang akan diìuji sìerta mampìu mìembìerikan informasi yang dapat dikìembangkan 

ìuntìuk mìempìerolìeh data. Adapaìum narsìumbìer ataìu rìespondìen yang akan di 

wawancarai yaitìu: 

1. Hakim Pìengadilan Nìegìeri Gìedong Tataan : 2 Orang 

2. Akadìemisi Hìukìum Pidana Fakìultas Hìukìum Univìersitas Lampìung : 2 Orang + 

Jìumlah : 4 Orang 

 

 

 

 

 

66 Sìugiyono, Mìetodìe Pìenìelitian Kìuantitatif, Kìuaitatif, dan R & D, Bandìung. Alfabìeta, 2008, hlm. 

13. 
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d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosìedìur Pìengìumpìulan Data 

 

Dalam prosìedìur pìengìumpìulan data dilaksanakan dìengan cara sìebagai bìerikìut: 

 

a. Stìudi Pìustaka (Library Rìesìearch) 

 

Mìempìelajari litìeratìur-litìeratìur ìuntìuk mìempìerolìeh data sìekìundìer yang bìerhìubìungan 

dìengan masalah yang ditìeliti bìerìupa asas-asas hìukìum, pìeratìuran-pìeratìuran hìukìum 

dan bahan hìukìum lain yang bìerkaitan dìengan masalah yang ditìeliti. 

b. Pìenìelitian Lapangan (Fiìeld Rìesìearch) 

 

Mìelakìukan pìenìelitian pada Pìengadilan Nìegìeri Gìedong Tataan, tìermasìuk informan 

yang mìenjadi sampìel dalam pìenìelitian ini, sìerta pìenìulis sìendiri yang tìurìun kìe 

lapangan ìuntìuk mìelakìukan wawancara sìupaya mìendapatkan data lapangan. 

2. Pìengìelolaan Data 

 

Prosìedìur Pìengolahan Data, data yang dipìerolìeh sìelama pìelaksanaan pìenìelitian 

sìelanjìutnya diolah dìengan tahapan sìebagai bìerikìut: 

a. Idìentifikasi Data 

Data yang tìelah dikìumpìulkan baik data sìekìundìer maìupìun data primìer, dilakìukan 

pìemìeriksaan ìuntìuk mìengìetahìui apakah data yang dibìutìuhkan tìersìebìut sìudah 

cìukìup dan bìenar sìesìuai dìengan pìermasalahan yang ditìeliti. 

b. Klasifikasi Data 

 

Data yang sìudah tìerkìumpìul dikìelompokkan sìesìuai dìengan jìenis dan sifatnya agar 

mìudah dibaca sìehingga data tìersìebìut dapat disìusìun sìecara sistìematis. 

c. Sistìematika Data 

 

Data yang sìudah dikìelompokan disìusìun sìecara sistìematis sìesìuai dìengan pokok 

pìermasalahan konsìep dan tìujìuan pìenìelitian sìehingga dapat mìudah dalam 

mìenganalisis data sìecara tìepat dan bìenar. 
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e. Analasis Data 

 

Sìetìelah dipìerolìeh data primìer dan sìekìundìer, kìemìudian pìenìulis mìenganalisis dìengan 

mìenggìunakan tìeknik dìekskriptif yang didasari dìengan tìeori-tìeori yang dipìerolìeh 

dipìerkìuliahan dan litìeratìur yang ada. Kìemìudian hasil dari analisis tìersìebìut disajikan 

dalam bìentìuk pìenjìelasan dan pìenggambaran kìenyataan-kìenyataan ataìu kondisi 

objìektif yang ditìemìukan di lokasi pìenìelitian. Sìehingga hasil analisis tìersìebìut dapat 

mìenjadi gambaran ìumìum jawaban pìermasalahan bìerdasarkan hasil pìenìelitian 
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V. PENUTUP 

 

 

a. Simpulan 

Bìerdasarkan ìuraian yang tìelah di paparkan pada hasil pìenìelitian dan pìembahasan 

mìengìenai, Pìenjatìuhan pidana pìenjara maksimal olìeh hakim dalam pìutìusan tindak 

pidana pìembìunìuhan bìerìencana ditarik bìebìerapa kìesimpìulan sìebagai bìerikìut: 

1. Pìertimbangan hakim dalam mìenjatìuhkan pidana pìenjara maksimal 20 tahìun 

dalam Pìutìusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt tìelah mìemìenìuhi aspìek yìuridis, 

filosofis, dan sosiologis. Sìecara yìuridis, pasal 340 jo 55 ayat 1 KUHP (WvS), 

tìentang pìembìunìuhan bìerìencana tìelah tìerbìukti sìecara sah dan mìeyakinkan. 

Dalam kontìeks ini, hakim jìuga mìenilai pìeran pìelakìu sìebagai mìedìeplìegìer (tìurìut 

sìerta mìelakìukan), yaitìu pìelakìu yang bìerpartisipasi dalam tahapan pìerìencanaan 

maìupìun tindakan yang mìendìukìung tìerjadinya tindak pidana. Dìengan dìemikian, 

pìenjatìuhan pidana sìelama 20 tahìun dipandang tìelah mìencìerminkan 

proporsionalitas antara tingkat kìetìerlibatan tìerdakwa dan dìerajat kìesalahan yang 

dapat dipìertanggìungjawabkan mìenìurìut hìukìum. Sìecara filosofis, pidana 

maksimal atas pìeran mìedìeplìegìer dipandang tìepat ìuntìuk mìembìerikan ìefìek jìera 

dan mìemìenìuhi tìuntìutan kìeadilan. Sìecara sosiologis, pìutìusan ini dinilai 

bìermanfaat bagi masyarakat sìebagai bìentìuk pìerlindìungan dan pìencìegahan 

kìejahatan sìerìupa. 

2. Pìutìusan hakim tìelah mìencìerminkan kìeadilan, karìena tidak hanya bìerpijak pada 

kìetìentìuan normatif, tìetapi jìuga mìempìertimbangkan nilai moral, sosial, sìerta rasa 

kìeadilan masyarakat. Hakim jìuga tìelah mìenilai porsi kìesalahan masing- masing 

pìelakìu, sìehingga pìemidanaan mìedìeplìegìer yang tidak disamakan dìengan pìelakìu 

ìutama dianggap tìepat. Dìengan dìemikian, pìutìusan 20 tahìun pìenjara 

mìencìerminkan kìeadilan yang proporsional, logis, dan dapat ditìerima olìeh 

masyarakat. 
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b. Saran 

Saran dalam pìenìelitian ini sìebagai bìerikìut : 

 

1. Hakim dalam mìenjatìuhkan pìutìusan pidana pìerlìu mìempìerhatikan aspìek yìuridis, 

filosofis, dan sosiologis sìecara bìerimbang agar pìutìusan hakim sìudah sìesìuai 

dìengan kìetìentìuan hìukìum yang bìerlakìu tapi jìuga mìencìerminkan kìeadilan dan 

mìempìerhatikan dampaknya bagi masyarakat. 

2. Agar pìutìusan hakim itìu mìencìerminkan kìeadilan para hakim sìudah sìeharìusnya 

mìempìertimbangkan nilai moral, sosial dan rasa kìeadilan masyarakat sìelain 

kìetìentìuan - kìetìentìuan normatif. 
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